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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris faktor-faktor yang 

memengaruhi pendeteksian fraud. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini 

yaitu audit forensik, audit investigasi, whistleblowing, pendeteksian fraud dengan 

gender dan tekanan anggaran waktu sebagai variabel moderasi. Sampel penelitian 

ini adalah BPK RI dan BPKP di 18 provinsi dengan pendekatan kuantitatif dan data 

primer. Pengujian dalam penelitian ini menggunakan software SmartPLS. Hasil 

dari penelitian ini menunjukkan bahwa audit forensik tidak berpengaruh terhadap 

pendeteksian fraud sedangkan audit investigasi dan whistleblowing berpengaruh 

positif terhadap pendeteksian fraud. Selain itu, gender tidak dapat memoderasi 

pengaruh audit forensik, audit investigasi dan whistleblowing terhadap 

pendeteksian fraud sedangkan tekanan anggara waktu tidak dapat memoderasi 

hubungan audit investigasi dan whistleblowing terhadap pendeteksian fraud, namun 

tekanan anggaran waktu dapat memoderasi hubungan audit forensik terhadap 

pendeteksian fraud.  

 

Kata Kunci : Audit Forensik, Audit Investigasi, Whistleblowing, Pendeteksian 

Fraud, Gender, Tekanan Anggaran Waktu 
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ABSTRACT 

This study aims to empirically examine the factors that influence fraud 

detection. The variabels used in this research are forensic audit, investigative audit, 

whistleblowing, fraud detection with gender and time budget pressure as 

moderating variabels. The sample of this research is BPK RI and BPKP in 18 

provinces with quantitative approach and primary data. Tests in this study using 

the SmartPLS software. The results of this study indicate that forensic audits have 

no effect on fraud detection, while investigative audits and whistleblowing have a 

positive effect on fraud detection. In addition, gender cannot moderate the effect of 

forensic audit, investigative audit and whistleblowing on fraud detection, while time 

budget pressure cannot moderate the relationship between investigative audit and 

whistleblowing on fraud detection, but time budget pressure can moderate the 

relationship between forensic audit and fraud detection. 

Keywords: Forensic Audit, Investigation Audit, Whistleblowing, Fraud Detection, 

Gender, Time Budget Pressure 

 



 

1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Setiap tahun kasus fraud di Indonesia semakin meningkat di berbagai sektor 

industri. Tingginya kasus kecurangan di Indonesia menyebabkan semakin banyak 

kerugian yang dialami oleh negara, sehingga membuat banyak pihak merasa 

khawatir. Kasus fraud dibagi menjadi tiga yaitu: korupsi, penyalahgunaan aset, dan 

fraud laporan keuangan tetapi kasus fraud yang paling banyak terjadi di Indonesia 

adalah kasus korupsi (Faisal, 2018). Hal tersebut terlihat dari data Indonesia 

Corruption Watch (ICW) bahwa pada tahun 2019 kerugian negara akibat korupsi 

mencapai Rp 12.002.548.977.762 (Rp 12 triliun) dan pada tahun 2020 kerugian 

negara akibat korupsi sebesar Rp 39,2 triliun (Subarkah, 2020) .  

Bagi pelaku atau orang yang melakukan kecurangan akan mendapat sanksi 

berupa hukuman kurungan penjara dan sanksi administrasi sesuai Undang-undang 

tindak pidana korupsi (Tipikor) pasal 2 ayat 1 UU No.20 Tahun 2001 yang 

berbunyi, “setiap orang yang melawan hukum dengan tujuan memperkaya diri atau 

korporasi akan dipidana penjara dan akan dikenai sanksi berupa denda administrasi 

sesuai dengan ketentuan.” dan Undang-undang tindak pidana korupsi (Tipikor) 

pasal 3 UU No 20 Tahun 2001 yang berbunyi “setiap orang dengan tujuan 

menguntungkan diri sendiri atau korporasi, menyalahgunakan kewenangan, jabatan 

atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, 

akan dipidana penjara dan dikenai sanksi berupa denda administrasi sesuai dengan 

ketentuan. Selain kurungan penjara pelaku kecurangan diwajibkan membayar uang 
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pengganti sesuai dengan aturan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) 

Pasal 18 ayat (1) huruf b UU No. 20 tahun 2001 yang menyebutkan bahwa 

pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sama banyaknya dengan harta benda 

yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.  

Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai vonis pengadilan tindak pidana 

korupsi (tipikor) terhadap koruptor tidak memberikan efek jera. Dari hasil 

penelitian ICW, salah satu penyebab semakin meningkatnya kasus korupsi di 

Indonesia adalah masih ringannya hukuman yang diputuskan oleh pengadilan 

terhadap kasus korupsi dan pengenaan denda pidana yang rendah bagi pelaku 

korupsi (Arigi, 2020). Semakin banyaknya kasus fraud maka semakin tinggi 

kerugian yang dialami negara maka diperlukan metode yang efektif untuk 

mendeteksi fraud dengan tujuan jumlah kasus fraud semakin menurun di masa yang 

akan datang (Syahputra dan Urumsah, 2019). Menurut penelitian Enofe et al., 

(2015) menjelaskan bahwa audit forensik merupakan salah satu metode 

pendeteksian kecurangan yang paling efektif dibandingkan dengan metode lain 

karena menggunakan pendekatan proaktif dan reaktif dalam penerapannya. Aspek 

lain yang membuat audit forensik menjadi metode yang efektif adalah dalam 

pendeteksian kecurangan mengharuskan auditor tidak hanya menguasai akuntansi 

dan auditing, tetapi juga berbagai jenis disiplin ilmu lainnya (Zachariah et al. 2014). 

Selain audit forensik, terdapat metode lain yang dianggap efektif dalam 

pendeteksian fraud yaitu audit investigasi. Menurut penelitian Fauzan et al., (2014) 

menyatakan bahwa audit investigasi adalah salah satu metode yang dapat 

digunakan dalam pendeteksian fraud.  
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Penelitian ini didukung oleh penelitian  Dewi dan Ramantha (2016) dan 

Tuanakotta (2010) yang menyatakan bahwa inti yang dilakukannya audit 

investigasi adalah untuk membuktikan terjadinya fraud sesuai hukum acara atau 

hukum pembuktian yang berlaku. Dalam pelaksanaannya auditor menggunakan 

kemampuan investigatif dalam membuktikan terjadinya fraud di perusahaan 

sehingga audit investigasi menjadi metode yang efektif dalam pendeteksian fraud. 

Audit investigasi salah satu metode yang efektif yang telah dibuktikan oleh 

beberapa lembaga salah satunya pada kasus Bank Century (Tuanakotta, 2010).  

Selain audit forensik dan audit investigasi, whistleblowing merupakan cara 

yang efektif untuk mendeteksi dan mengungkapkan tindakan fraud (Syahputra et 

al. 2017). Menurut Dyck et al. (2010) menyatakan bahwa whistleblowing 

merupakan metode yang tepat dalam mendeteksi dan mengungkapkan kecurangan 

dan telah diakui oleh akuntan dan beberapa negara salah satunya negara Amerika 

Serikat. Menurut penelitian Samuels dan Pope (2014) menyatakan bahwa 40% 

kasus fraud dapat ditemukan oleh seorang whistleblower. 

Dalam melakukan audit forensik, audit investigasi dan whistleblowing, 

gender sangat memengaruhi kinerja dan perilaku seseorang dalam mendeteksi 

kecurangan. Gender adalah salah satu variabel yang dapat menentukan berhasil atau 

tidaknya dalam melakukan audit untuk mendeteksi kecurangan. Menurut penelitian 

Kushasyandita dan Januarti (2012) menyatakan bahwa hal ini dikarenakan biasanya 

auditor wanita akan lebih teliti dan skeptis sehingga dalam audit forensik dan audit 

investigasi wanita cepat mendeteksi fraud dibandingkan laki-laki. Menurut 

Syahputra dan Urumsah (2019) menyatakan bahwa gender sebagai salah satu 
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variabel yang dapat memoderasi hubungan audit forensik dan audit investigasi 

dalam pendeteksian kecurangan. Gender wanita muncul sebagai kunci utama dalam 

membawa keterbukaan masalah dalam institusi di Amerika (Manafe, 2015). Dalam 

melakukan whistleblowing laki-laki lebih berani dibandingkan perempuan, karena 

perempuan cenderung mengikuti pendapat mayoritas (Syahputra et al. 2017).  

Selain gender, tekanan anggaran waktu sangat memengaruhi hasil kinerja dan 

perilaku dalam melakukan audit forensik, audit investigasi dan whistleblowing 

terkadang auditor mendapat tekanan yang berupa anggaran waktu atau keterbatasan 

waktu yang akan memengaruhi kinerja dalam melakukan pendeteksian fraud. 

Begitu pula, seorang whistleblower mendapatkan tekanan dari atasannya, apabila 

atasannya melakukan kecurangan tekanan ini bisa berupa tekanan anggaran waktu 

yang akan mencegah tindakan whistleblowing dalam pendeteksian fraud. Tekanan 

anggaran waktu (time budget pressure) merupakan bentuk tekanan yang muncul 

dari keterbatasan sumber daya yang diberikan untuk melaksanakan tugas. Sumber 

daya yang dimaksud adalah waktu yang digunakan auditor untuk pelaksanaan tugas 

dalam pendeteksian kecurangan.  

Tekanan anggaran waktu dapat memberikan hasil yang buruk bagi kinerja 

auditor. Dalam keadaan tertekan salah satunya tertekan karena tekanan anggaran 

waktu auditor akan cenderung percaya dengan informasi dan pernyataan auditee 

sehingga pendeteksian kecurangan kurang maksimal. Tekanan anggaran waktu 

yang didapat oleh whistleblowing adalah ketika kekuasaan pelaku kecurangan dapat 

menyebabkan bawahan atau pegawainya yang mengetahui kekurangannya menjadi 

tertekan seperti memberikan pekerjaan yang banyak dengan tingkat kesulitan yang 



5 
 

 

 

tinggi dalam waktu penyelesaian yang singkat, sehingga menimbulkan tekanan 

yang berupa tekanan anggaran waktu bagi bawahan atau pegawainya yang dapat 

membuat seseorang mengambil tindakan untuk tidak melaporkan kecurangan yang 

dia ketahui.  

Menurut penelitian Blume dan Voigt (2011) dijelaskan bahwa audit 

pemerintahan dapat meningkatkan transparansi publik dan mengurangi penggunaan 

sumber dana publik yang salah sasaran sehingga mengurangi kasus fraud dan 

mengurangi kerugian negara. Menurut penelitian Satrio (2013) salah satu cara yang 

digunakan untuk memberantas kasus fraud adalah pembentukan lembaga-lembaga 

yang menangani tindak korupsi dan audit di sektor pemerintahan. Namun lembaga-

lembaga dan audit yang digunakan selama ini belum efektif, dilihat dari semakin 

meningkatnya kasus fraud setiap tahun. Ketidakefektifan audit pemerintahan dalam 

mendeteksi fraud dan kurangnya keamanan bagi seorang yang melakukan 

whistleblowing, membuat kasus fraud khususnya korupsi di Indonesia semakin 

meningkat sehingga menimbulkan banyak kerugian negara. 

Kasus korupsi muncul karena mudahnya pelaku menerapkan semacam 

penipuan atau fraud yang sistematis sehingga kejahatannya sulit diidentifikasi. 

Audit pemerintahan adalah pemeriksaan terhadap pemerintah yang dilakukan untuk 

mengetahui pertanggungjawaban atas pengelolaan dana masyarakat yang sudah 

ditargetkan atau yang sesuai dengan rencana, akan tetapi sebagian besar 

pengelolaan dana masyarakat banyak diselewengkan oleh orang yang tidak 

bertanggung jawab yang mementingkan diri sendiri sehingga penggunaan dana 

publik mengalami pemborosan yang disengaja (korupsi). Keefektivitasan audit 
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pemerintahan dapat dilihat dari transparansi dana publik dan kurangnya kasus fraud 

serta menurunnya kerugian negara karena salah satu fungsi audit pemerintahan 

adalah dapat mendeteksi dan mencegah pemerintah dari korupsi (Li et al., 2011). 

Menurut penelitian Saleh dan Ratmono (2017) audit pemerintahan dapat menjadi 

alat pendeteksian dalam penyelewengan maupun ketidaksesuaian pengelolaan dana 

publik. Menurut Beni (2016) efektivitas adalah hubungan antara output dan tujuan 

yang sesuai dengan perencanaan atau dapat dikatakan dengan suatu ukuran 

seberapa jauh tingkat output, kebijakan dan prosedur dari organisasi untuk 

mencapai tujuan. Efektivitas juga berhubungan dengan keberhasilan suatu operasi 

pada sektor publik sehingga suatu kegiatan dapat dikatakan efektif jika kegiatan 

tersebut mempunyai pengaruh besar terhadap kemampuan dalam pendeteksian 

fraud.  

Penelitian ini mengacu pada penelitian Syahputra dan Urumsah (2019) dengan 

menggabungkan lima variabel dalam satu kerangka penelitian, di antaranya audit 

investigasi dan audit forensik sebagai variabel independen, pendeteksian fraud 

sebagai variabel dependen, dengan multigroup gender dan pengalaman sebagai 

variabel moderasi, yang berarti penelitian yang di acu menggunakan dua variabel 

independen, satu variabel dependen dan dua variabel moderasi. Perbedaan 

penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian ini menggunakan 

audit forensik, audit investigasi dan whistleblowing sebagai variabel independen 

yang secara potensial dapat memengaruhi variabel pendeteksian fraud sebagai 

variabel dependen dengan variabel multigroup gender dan tekanan anggaran waktu 

sebagai variabel moderasi.  
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Alasan melakukan penelitian ini karena semakin bertambahnya kasus fraud 

yang menyebabkan kerugian negara sehingga peneliti perlu mengkaji variabel audit 

forensik, audit investigasi, whistleblowing, pendeteksian fraud, multigroup gender 

dan tekanan anggaran waktu sebagai metode yang dapat membantu mengurangi 

kasus fraud dan kerugian negara. Berdasarkan penjelasan di atas, maka penelitian 

ini berjudul “DETEKSI FRAUD MELALUI AUDIT PEMERINTAHAN 

YANG EFEKTIF: ANALISIS MULTIGROUP GENDER DAN TEKANAN 

ANGGARAN WAKTU”.  

Penelitian ini menggabungkan enam variabel dalam satu kerangka penelitian, di 

antaranya audit investigasi, audit forensik dan whistleblowing sebagai variabel 

independen, pendeteksian fraud sebagai variabel dependen dengan multigroup 

gender dan tekanan anggaran waktu sebagai variabel moderasi.  

1.2 Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Apakah audit forensik berpengaruh terhadap pendeteksian fraud? 

2. Apakah audit investigasi berpengaruh terhadap pendeteksian fraud? 

3. Apakah whistleblowing berpengaruh terhadap pendeteksian fraud? 

4. Apakah gender memoderasi atas pengaruh audit forensik, audit investigasi 

dan whistleblowing terhadap pendeteksian fraud? 

5. Apakah tekanan anggaran waktu memoderasi atas pengaruh audit forensik, 

audit investigasi dan whistleblowing terhadap pendeteksian fraud? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1) Untuk menguji secara empiris pengaruh audit forensik dalam aktivitas 

pendeteksian fraud. 

2) Untuk menguji secara empiris pengaruh audit investigasi dalam aktivitas 

pendeteksian fraud. 

3) Untuk menguji secara empiris pengaruh whistleblowing dalam aktivitas 

pendeteksian fraud.  

4) Untuk menguji secara empiris pengaruh moderasi gender atas pengaruh audit 

forensik, audit investigasi dan whistleblowing terhadap aktivitas pendeteksian 

fraud. 

5) Untuk menguji secara empiris pengaruh moderasi tekanan anggaran waktu atas 

pengaruh audit forensik, audit investigasi dan whistleblowing terhadap 

aktivitas pendeteksian fraud.  

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Teoritis 

Penelitian ini memberikan kontribusi teori tentang pelaksanaan audit forensik, 

audit investigasi dan whistleblowing yang diterapkan pada sektor pemerintahan 

untuk pendeteksian fraud. Peran variabel gender dan tekanan anggaran waktu 

dapat membuat pelaksanaan audit forensik, audit investigasi dan whistleblowing 

lebih efektif dalam pendeteksian fraud. 
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2. Praktis 

Penelitian ini dapat dijadikan dasar untuk menilai bagaimana keefektifan 

pelaksanaan audit forensik, audit investigasi dan whistleblowing pada sektor 

publik untuk pendeteksian fraud serta peran variabel gender dan tekanan anggaran 

waktu dapat membuat pelaksanaan audit forensik, audit investigasi dan 

whistleblowing lebih efektif dalam pendeteksian fraud. 

1.5.    Sistematika Penulisan  

Adapun berikut ialah sistematika penulisan dalam penelitian ini:  

Bab I : Pendahuluan  

Pada bab ini akan diuraikan mengenai latar belakang masalah dilakukannya 

penelitian ini, rumusan masalah, tujuan dan manfaat adanya penelitian ini, serta 

sistematika penulisan dalam penelitian ini.  

Bab II : Kajian Pustaka  

Pada bab ini secara detail akan dijelaskan mengenai berbagai teori yang digunakan 

sebagai dasar pembahasan dari penelitian ini, yang meliputi pengaruh audit 

forensik, audit investigasi dan whistleblowing dalam pendeteksian fraud dengan 

gender dan tekanan anggaran waktu sebagai faktor moderasi.  

Bab III : Metode Penelitian  

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai metode penelitian yang digunakan dalam 

penelitian ini. Secara detail, pada bab ini akan dijelaskan mengenai desain 

penelitian, populasi dan sampel, metode pengambilan datanya, pengukuran variabel 

dalam penelitian ini, teknik analisis data serta pengujian kualitas datanya. 
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Bab IV : Pembahasan  

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai berbagai perhitungan dalam penelitin ini, 

yang meliputi hasil analisis data yang diperoleh penulis dengan menggunakan 

sampel yang ada dan alat analisis yang diperlukan. Selain itu, pada bab ini juga 

akan dijelaskan pula mengenai terbukti atau tidaknya hipotesis dalam penelitian 

ini.  

Bab V : Penutup  

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai kesimpulan akhir dari penelitian ini, 

kontribusi dan implikasi dari hasil penelitian ini, keterbatasan dan saran dari 

penulis untuk penelitian yang selanjutnya.   
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

2.1.Teori Keagenan 

Konsep teori agensi adalah hubungan atau kontrak antara principal dan agent. 

Principal mempekerjakan agent untuk melakukan tugas dalam rangka memenuhi 

kepentingan principal. Penelitian sebelumnya oleh Zulkarnain (2013) dan 

Anugerah (2014) menyatakan tindakan kecurangan merupakan tindakan yang 

banyak dilakukan oleh agent (penyebab agency problem).  

Audit forensik dan audit investigasi sangat diperlukan dalam perusahaan untuk 

mendeteksi kecurangan karena yang berperan banyak dalam perusahaan adalah 

agent sedangkan principal adalah pemilik modal, adanya asimetri informasi 

menyebabkan terjadinya konflik, biasanya manajer tidak selalu mengikuti 

keinginan principal. Asimetri informasi adalah ketidakseimbangan informasi yang 

dimiliki manajer dengan pemegang saham. Teori agensi dapat dijelaskan dengan 

hubungan antara manajemen dengan pemilik, manajemen sebagai agent secara 

moral bertanggung jawab untuk mengoptimalkan keuntungan para pemilik modal 

(principal) dan sebagai imbalannya agent akan memperoleh kompensasi yang 

sesuai dengan kontrak. Ketika suatu kontrak disetujui, idealnya masing-masing 

pihak telah memiliki harapan akan keberhasilan kontrak tersebut. Demikian juga 

dengan agency theory, di mana principal dan agent memiliki kepentingan 

(interest) yang berbeda.  

Pemegang saham sebagai principal diasumsikan hanya tertarik dengan 

peningkatan kinerja keuangan perusahaan yang berupa tingkat pengembalian yang 
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tinggi atas investasi mereka, sedangkan para agent diasumsikan akan menerima 

sebuah apresiasi dan principal berupa kompensasi keuangan dan syarat-syarat 

yang menyertai dalam hubungan tersebut. Perbedaan kepentingan antara principal 

dan agent menyebabkan conflict of interest. Adanya, conflict of interest inilah 

maka perusahaan sebagai agent menghadapi berbagai tekanan (pressure) untuk 

menemukan cara agar kinerja perusahaan selalu meningkat dengan harapan bahwa 

dengan peningkatan kinerja maka principal akan memberikan suatu bentuk 

apresiasi (rationalization) sehingga dari tekanan, manajer memiliki keinginan 

untuk melakukan kecurangan dengan memanipulasi laporan keuangan agar profit 

terlihat seperti keinginan principal. Gerbang menuju fraud akan semakin terbuka 

apabila manajemen memiliki akses yang luas (capability) serta kesempatan dan 

peluang untuk menaikkan laba (opportunity). Semakin tinggi tingkat 

pengembalian investasi (berupa dividen) yang diperoleh principal maka semakin 

tinggi juga kompensasi yang diberikan kepada agent. 

Dalam melakukan audit investigasi dan audit forensik seorang auditor tidak bisa 

menentukan waktu penyelesaian secara keseluruhan sehingga diperlukan anggaran 

waktu yang banyak supaya hasil audit investigasi dan audit forensik dalam 

mendeteksi kecurangan bisa optimal sebaliknya anggaran waktu yang terbatas 

dalam melakukan audit investigasi dan audit forensik menyebabkan auditor akan 

mengalami tekanan sehingga hasil investigasi dan forensik cenderung tidak 

optimal. Menurut penelitian Aziz (2017) semakin banyak anggaran waktu yang  

dibutuhkan maka semakin optimal dalam melakukan audit forensik dan audit 

investigasi dalam mendeteksi kecurangan sebaliknya semakin sedikit anggaran 
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waktu yang diberikan maka auditor cenderung akan melakukan audit forensik dan 

audit investigasi secara terburu-buru dan memungkinkan tidak melaksanakan 

teknik-teknik audit investigasi dan teknik-teknik audit forensik secara menyeluruh 

sehingga hasil audit forensik dan audit investigasi tidak optimal.  

2.2.  Planned Behavior Theory 

 Planned Behavior Theory yang dikemukakan oleh Ajzen merupakan salah satu 

teori klasik yang dapat digunakan untuk menganalisis faktor-faktor yang 

memengaruhi niat untuk melakukan suatu tindakan (Qomaruddin, 2019). Planned 

Behavior Theory (TPB) adalah niat atau intensi seseorang. Teori perilaku 

terencana menyatakan bahwa kemungkinan seseorang akan mengambil tindakan 

tergantung pada niatnya atau intensi untuk melakukannya (Dewberry dan Jackson, 

2018).  

 Teori perilaku terencana merupakan teori yang mencerminkan tindakan 

whistleblowing karena Theory of Planned Behavior mengungkapkan bahwa 

kemungkinan seseorang akan melakukan suatu tindakan tergantung pada niat atau 

intensi orang tersebut untuk melakukan tindakan. Whistleblowing merupakan 

suatu perilaku dalam mengungkapkan tindakan ilegal yang dilakukan oleh 

seseorang kepada pihak yang jabatannya lebih tinggi di perusahaan atau kepada 

pihak yang berwenang di luar organisasi (Syahputra et al. 2017). Niat atau intensi 

dalam melakukan tindakan whistleblowing dapat dikatakan sebagai suatu motivasi 

atau keinginan seorang whistleblower dalam mendeteksi kecurangan (Daxini et 

al. 2019). Semakin tinggi niat atau intensi seseorang melakukan whistleblowing 

maka akan semakin tinggi pula kemungkinan untuk melakukan suatu tindakan 
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atau action dalam mendeteksi kecurangan. Semakin tinggi niat seseorang dalam 

melaporkan kecurangan maka semakin besar kemungkinan untuk melakukan 

tindakan dalam mendeteksi kecurangan. 

 Setiap tindakan whistleblowing selalu didasari niat yang tinggi dalam 

mendeteksi kecurangan. Ada beberapa bukti tindakan whistleblowing dalam 

mengungkapkan kecurangan adalah skandal kecurangan Enron oleh Sherron 

Watkins, dan World Com oleh Cynthia Cooper serta di Indonesia Susno Duadji 

dalam mafia pajak, Agus Condro dengan kasus suap BI dari kasus tersebut 

menunjukkan eksistensi whistleblower sehingga kecurangan dapat dideteksi. 

Semakin tinggi atau semakin positif penilaian seseorang atas suatu tindakan, maka 

semakin tinggi pula niat orang tersebut untuk melakukan tindakan atau action 

seperti yang dilakukan oleh para whistleblower karena tindakan melaporkan 

kecurangan adalah tindakan yang positif untuk mengurangi kerugian suatu 

perusahaan atau kerugian negara maka seorang whistleblower termotivasi untuk 

mengungkapkan kecurangan (Daxini et al. 2019; Japutra et al. 2019). 

 Teori perilaku terencana menyatakan bahwa salah satu faktor yang 

memengaruhi niat seseorang untuk melakukan sesuatu adalah sikap. Sikap dapat 

diartikan sebagai penilaian yang diberikan oleh seseorang tentang perilaku positif 

atau negatif. Perbedaan gender dapat memengaruhi sikap seseorang dalam 

melakukan whistleblowing. Menurut penelitian Wahyuningsih (2016) Wanita 

lebih cenderung menggunakan perasaan mereka untuk menentukan suatu 

tindakan. Wanita lebih peduli dengan konsekuensi dalam melakukan tindakan 

whistleblowing, sehingga wanita lebih cenderung untuk diam, tetapi pria 



15 
 

 

 

menggunakan logika mereka dan kemungkinan besar, pria lebih mungkin untuk 

melakukan tindakan whistleblowing.  

 Theory of Planned Behavior diketahui menjelaskan bahwa niat dapat terbentuk 

dari tiga faktor yaitu attitude toward behavior (sikap terhadap perilaku), subjective 

norms (norma subjektif) dan perceived behavior control (persepsi kontrol atas 

perilaku). Sikap terhadap perilaku atau Attitude toward behavior adalah 

perubahan seseorang secara positif atau negatif terhadap kejadian dan niat 

tertentu. Seseorang akan berperilaku dengan sikap dalam dirinya terhadap 

tindakan positif yang dapat dijadikan pilihan individu seperti tindakan 

whistleblowing dalam mendeteksi kecurangan adalah pilihan seorang 

whistleblower yang mengetahui tentang adanya kecurangan.  

 Tindakan whistleblowing bukanlah tindakan yang mudah karena banyak 

tekanan dan ancaman yang kemungkinan akan di dapat oleh seorang 

whistleblower. Laki-laki lebih berani daripada perempuan dalam melakukan 

tindakan whistleblowing, perempuan cenderung mengikuti pendapat mayoritas, 

dan tidak berani untuk melaporkan tindakan ilegal atau pelanggaran dalam 

organisasi. Subjective norms (norma subjektif) adalah faktor di luar individu, 

faktor ini akan menunjukkan persepsi seseorang tentang perilaku yang 

dilaksanakan. Selain itu menurut penelitian Kreshastuti dan Prastiwi (2014) 

menjelaskan bahwa subjective norms (norma subjektif) dapat diartikan sebagai 

persepsi tentang tekanan dalam melaksanakan perilaku tertentu, seperti tekanan 

dalam melakukan tindakan whistleblowing. Banyak tekanan yang terjadi oleh 
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seseorang yang melakukan tindakan whistleblowing salah satunya adalah tekanan 

anggaran waktu. 

 Tekanan anggaran waktu adalah situasi yang ditunjukkan dalam melakukan 

efisiensi terhadap waktu yang telah disusun atau terdapat pembatasan waktu dan 

anggaran yang sangat ketat dan kaku. Adanya tekanan anggaran waktu yang 

sangat tidak realistis menyebabkan seseorang mengikuti keinginan atasannya 

sehingga mencegah tindakan whistleblowing dalam mendeteksi kecurangan. 

Faktor yang terakhir yaitu perceived behavior control (persepsi kontrol atas 

perilaku) menjelaskan bahwa persepsi seseorang mengenai seberapa sulit untuk 

melakukan suatu perilaku tertentu termasuk melakukan tindakan whistleblowing 

dalam mendeteksi kecurangan.  

 Tekanan anggaran waktu adalah salah satu keadaan yang memengaruhi 

persepsi seseorang mengenai tingkat kesulitan dan risiko dalam melakukan suatu 

perilaku positif seperti tindakan whistleblowing dalam pendeteksian kecurangan. 

Tindakan whistleblowing bukanlah tindakan yang mudah, karena seorang yang 

melakukan tindakan whistleblowing akan banyak menerima ancaman dan 

perlindungan bagi seorang whistleblower belum efektif meskipun dalam Surat 

Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara-Reformasi Birokrasi Nomor: 

08/M.PANRB/06/2012 tentang Sistem Penanganan Pengaduan (Whistleblower 

System) Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Kementerian atau Lembaga dan 

Pemerintah Daerah mendefinisi whistleblower system sebagai metode dalam 

mengungkapkan tindakan kecurangan salah satunya korupsi yang cenderung 

melibatkan pegawai yang bekerja di organisasi tersebut meskipun surat edaran 
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sudah ada akan tetapi dalam realisasinya belum menjadi keamanan bagi seorang 

whistleblower.  

 Tekanan anggaran waktu yang cenderung dialami oleh whistleblower adalah 

ketika seseorang yang memiliki kekuasaan melakukan kecurangan maka orang 

tersebut dapat memengaruhi perilaku orang lain atau bawahannya dengan perintah 

yang diberikannya termasuk perintah yang dapat memberikan tekanan kerja 

dengan anggaran waktu yang terbatas, hal ini menyebabkan pencegahan tindakan 

whistleblowing dalam mendeteksi kecurangan. Dalam beberapa situasi seseorang 

sebagai pemilik kekuasaan yang sah dipandang dapat memengaruhi perilaku 

orang tersebut termasuk dalam melakukan tindakan whistleblowing dalam 

mendeteksi kecurangan.  

 Norma sosial membolehkan pihak yang memiliki kekuasaan yang sah untuk 

mengajukan permintaan dan memaksa agar bawahan mematuhinya sehingga 

perilaku atasan memengaruhi seseorang dalam melakukan whistleblowing untuk 

mendeteksi kecurangan. Menurut Qomaruddin (2019) perceived behavior control 

(persepsi kontrol atas perilaku) dapat menjadi faktor penentu intensi (niat) 

seseorang dalam melakukan tindakan whistleblowing untuk mendeteksi 

kecurangan. 
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2.3. Teori Fraud 

 Kecurangan adalah tindakan yang disengaja dengan menghilangkan aset 

yang dimiliki oleh orang lain dengan cara yang ilegal dan melawan hukum 

(Kementrian Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia. Keputusan 

Menteri Tenaga Kerja Nasional Nomor: KEP.46/MEN/II/2009). Namun demikian 

tanda-tanda terjadinya fraud pada berbagai aspek bisnis tetap dapat dideteksi 

berdasarkan gejala-gejala kecurangan yang dikenal dengan Red Flag. Aktivitas 

fraud bisa terjadi kapan saja, pada aspek bisnis apa saja dan di mana saja bahkan 

seiring dengan berjalannya sejarah peradaban manusia. Fraud dapat terjadi di 

berbagai sektor, baik di sektor swasta maupun sektor pemerintahan. 

 Fraud yang paling sering terjadi di sektor pemerintahan adalah korupsi. 

Secara harfiah korupsi adalah perilaku pejabat publik, baik politisi maupun pegawai 

negeri yang memperkaya diri sendiri atau memperkaya orang lain yang dekat 

dengannya secara tidak wajar, tidak legal, dan menyalahgunakan kekuasaan publik 

yang dipercayakan kepada mereka. Teori ini sangat berkaitan dengan variabel 

pendeteksian fraud karena ada beberapa faktor pendorong terjadinya fraud terdiri 

dari beberapa elemen yaitu tekanan (Pressure), peluang (Opportunity), dan 

rasionalisasi (Rationalization) yang dikenal dengan fraud triangle yang dapat 

memengaruhi seseorang atau sekelompok orang untuk melakukan praktik fraud. 

Fraud triangle yang dicetuskan Cressey sering dipakai oleh para praktisi sebagai 

pendekatan dalam mendeteksi suatu tindak kecurangan.  

 Penelitian yang dilakukan oleh Wahyuni dan Budiwitjaksono (2017) 

mengenai peran manajer pada perusahaan yang melakukan kecurangan dengan 
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menggunakan pendekatan teori fraud triangle. Hasil penelitian menunjukkan 

adanya konsistensi dengan pernyataan SAS No. 99 yaitu motif ekonomi selalu 

muncul pada perusahaan fraud serta faktor psikologi dan adanya kesempatan 

berperan penting dalam terjadinya kecurangan. Pendekatan dengan fraud triangle 

dapat mengidentifikasi situasi yang menyebabkan perusahaan Chaebol di Korea 

dalam melakukan kecurangan. Hasil penelitian menunjukkan adanya hubungan 

keluarga yang kuat di dalam perusahaan dalam memainkan peran yang besar dalam 

hal tekanan dan kesempatan. Pendekatan fraud triangle yang diproksikan ke dalam 

berbagai kondisi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa beberapa proksi secara 

signifikan dapat mendeteksi kecurangan, di mana proksi-proksi tersebut adalah 

bagian dari tekanan, kesempatan, dan rasionalisasi.  

 Saat ini, kasus fraud banyak terjadi dan mengakibatkan banyaknya 

kerugian negara, maka diperlukan metode yang efektif untuk mencegah dan 

mendeteksi fraud. Menurut penelitian Syahputra dan Urumsah (2019) menyatakan 

audit forensik menjadi salah satu metode yang tepat dalam mendeteksi kecurangan. 

Audit forensik menjadi metode yang efektif karena dalam melakukan pendeteksian 

kecurangan menggunakan teknik proaktif dan teknik reaktif. Hal lainnya karena 

auditor yang melakukan audit forensik harus menguasai berbagai berbagai jenis 

disiplin ilmu lainnya, tidak hanya ilmu akuntansi dan auditing (Kayo, 2013). Peran 

audit forensik dalam kasus fraud adalah membuktikan kebenaran terjadinya fraud 

di pengadilan. Selain ketiga faktor dalam fraud triangle, fraud tidak akan terjadi 

tanpa pelaku memiliki elemen kapabilitas atau kemampuan yang memadai. Dengan 
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demikian istilah fraud triangle telah berubah menjadi fraud diamond dengan empat 

elemen berupa tekanan, kesempatan, rasionalisasi dan kemampuan.  

 Sebagian besar pelaku yang melakukan kecurangan adalah orang yang 

memiliki pendidikan yang tinggi dan memiliki kekuasaan sehingga mereka 

mempunyai kemampuan dan kesempatan untuk melakukan kecurangan, ini 

menjadi salah satu tantangan bagi auditor forensik dan auditor investigasi dalam 

menyelidiki kecurangan karena yang melakukan kecurangan adalah sebagian besar 

orang yang berkuasa sehingga dalam melakukan audit forensik dan audit investigasi 

memiliki tantangan dan risikonya sendiri. Namun, audit forensik memiliki langkah 

tertentu yang dilakukan dengan tujuan memberikan bukti adanya kecurangan 

(Panjaitan, 2018). Audit forensik dilakukan dengan menggunakan keterampilan 

investigasi khusus dan melakukan penyidikan sehingga hasilnya dapat digunakan 

di pengadilan (Akenbor dan Oghoghomeh, 2013).  

 Dalam teori fraud ada beberapa yang mendorong seseorang untuk 

melakukan fraud biasa disebut dengan fraud triangle dan fraud diamond, di 

Indonesia kasus fraud terutama korupsi masih banyak terjadi dan menimbulkan 

banyak kerugian negara, sehingga diperlukan metode yang efektif dalam 

mendeteksi fraud. Selain audit forensik terdapat audit investigasi yang terbukti 

efektif dalam mendeteksi kecurangan. Menurut penelitian Fauzan et al. (2014) 

menyatakan bahwa audit investigasi adalah salah satu metode terbaik yang dapat 

digunakan dalam mendeteksi fraud. Menurut penelitian Dewi dan Ramantha (2016) 

dan Tuanakotta (2010) menjelaskan inti dari melakukan audit investigasi adalah 

mengumpulkan bukti yang berlaku sesuai dengan hukum litigasi atau hukum bukti 
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yang berlaku. Audit ini menggunakan keterampilan, teknik, dan alat-alat yang 

sesuai untuk mengumpulkan bukti yang diharapkan dan menjadikan audit 

investigasi sebagai cara yang efektif untuk mendeteksi kecurangan. Efektivitas 

audit investigatif dalam pendeteksian kecurangan juga telah ditunjukkan oleh 

beberapa instansi yang pernah melakukan audit investigasi, misalnya dalam 

terungkapnya kasus Bank Century (Tuanakotta, 2010).  

 Selain audit forensik dan audit investigasi, terdapat whistleblowing yang 

merupakan metode yang efektif dalam mendeteksi fraud. Menurut penelitian 

Samuels dan Pope (2014) juga yang menyatakan bahwa 40% kecurangan dapat 

terdeteksi karena adanya whistleblowing. Menurut penelitian Manafe (2015) 

menyatakan bahwa whistleblowing adalah metode yang efektif yang dilakukan oleh 

pegawai atau mantan pegawai perusahaan dalam mengungkapkan tindakan ilegal 

yang terjadi dalam sebuah organisasi.  

Whistleblowing yang dilakukan secara internal adalah kondisi di mana 

seseorang karyawan di suatu organisasi yang mengetahui tindakan ilegal atau fraud 

yang telah dilakukan oleh karyawan internal lainnya, dan kemudian melaporkannya 

kepada atasannya tentang kecurangan yang terjadi yang dilakukan oleh rekan atau 

bawahannya. Sedangkan whistleblowing dapat dilakukan secara eksternal adalah 

ketika seseorang dari luar organisasi atau mantan karyawan yang mengetahui 

tindakan ilegal atau fraud yang dilakukan oleh organisasi tersebut kemudian 

memberitahukannya kepada masyarakat atau kepada pihak pengawasan perusahaan 

dan Badan pemeriksaan keuangan (BPK) Republik Indonesia maka akan segera 

dilakukan investigasi tentang adanya indikasi kecurangan. Whistleblowing 
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merupakan cara yang efektif untuk mengungkap kasus fraud salah satunya yaitu 

dengan terungkapnya kasus Enron dan Arthur Andersen yang diketahui karena 

peran whistleblower. Bahkan, efektivitas whistleblowing dalam mendeteksi 

kecurangan diakui secara luas oleh akuntan di Amerika Serikat dan negara lainnya. 

Dalam melakukan audit forensik, audit investigasi dan whistleblowing ada 

beberapa yang memengaruhi seperti gender adalah salah satu variabel yang dapat 

memengaruhi dalam mendeteksi fraud. Menurut penelitian Rahmida dan Urumsah 

(2020) menyatakan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki karakter yang berbeda 

yang menjadi penentu dalam berhasil atau tidaknya untuk mendeteksi fraud. 

Menurut penelitian Wahyuningsih (2016) menyatakan bahwa gender merupakan 

salah satu faktor yang memengaruhi niat seseorang untuk melakukan 

whistleblowing dalam mendeteksi fraud. Wanita dalam melakukan whistleblowing 

lebih memikirkan akibat dari tindakan tersebut dibandingkan dengan laki-laki.  

Selain gender, tekanan anggaran waktu memengaruhi dalam mendeteksi 

kecurangan yang dilakukan oleh auditor forensik, auditor investigasi dan 

whistleblowing. Auditor yang melakukan audit forensik dan audit investigasi yang 

bekerja dengan tekanan anggaran waktu cenderung disfungsional, terlalu percaya 

pada penjelasan klien, serta gagal dalam menginvestigasi isu-isu yang relevan 

dalam mendeteksi kecurangan. Tekanan anggaran waktu sebagai salah satu faktor 

yang memengaruhi kemampuan auditor dalam melaksanakan audit forensik dan 

audit investigasi dalam mendeteksi kecurangan. Selain itu tekanan waktu dapat 

menyebabkan stress individual karena ketidakseimbangannya antara tugas dan 

waktu yang tersedia serta memengaruhi sikap atas tindakan seseorang dalam 
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melakukan whistleblowing untuk mendeteksi kecurangan. Dalam melakukan 

pendeteksian fraud dapat dipengaruhi oleh tekanan atau jangka waktu yang 

terbatas, seseorang yang mempunyai tekanan anggaran waktu cenderung 

melakukan tindakan disfungsional sehingga mencegah tindakan whistleblowing 

dalam suatu organisasi untuk mendeteksi kecurangan.  

2.4 Audit Forensik 

Audit forensik adalah suatu kegiatan dalam mengumpulkan bukti 

kecurangan dengan cara pengumpulan data, verifikasi, pengolahan, analisis, dan 

pelaporan data yang sah secara hukum serta memberikan saran pencegahan suatu 

tindakan fraud (Enofe et al. 2015). Dalam teori agency, audit forensik sangat 

diperlukan untuk mendeteksi dan mengungkapkan berbagai bentuk kecurangan. 

Audit forensik menjadi salah satu metode untuk mendeteksi fraud yang dilakukan 

oleh agent, dengan adanya asimetri informasi membuat agent cenderung 

melakukan kecurangan sehingga principal memerlukan audit forensik untuk 

mendeteksi kecurangan yang dilakukan oleh agent.  

Dalam teori fraud terdapat dorongan yang menjadi faktor penyebab fraud 

(fraud triangle) maka dorongan inilah yang membuat agent melakukan kecurangan 

di perusahaan, sehingga audit forensik sangat diperlukan untuk mendeteksi 

kecurangan. Fraud dilakukan dengan berbagai modus dan semakin berkembang 

sehingga diperlukan metode yang efektif dalam mendeteksi fraud untuk 

mengurangi terjadinya fraud, salah satu metode yang efektif dalam mendeteksi 

fraud adalah audit forensik. Kasus fraud banyak dilakukan oleh orang yang ada 

kaitannya dengan kekuasaan yang dimiliki seseorang untuk mengelola harta 
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kekayaan atau keuangan negara. Pencegahan fraud merupakan upaya terintegrasi 

yang dapat menekan terjadinya faktor penyebab fraud (fraud triangle), yaitu 

memperkecil peluang terjadinya kesempatan untuk berbuat kecurangan, 

menurunkan tekanan kepada pegawai agar mampu memenuhi kebutuhannya, 

mengeliminasi alasan untuk membuat pembenaran atau rasionalisasi atas tindak 

kecurangan yang dilakukan (Nawawi dan Mulyadi, 2020).  

Pendeteksian fraud relatif sulit karena pada umumnya dilakukan secara 

sistematis dan tersembunyi dengan modus rekayasa dalam transaksi keuangan. 

Dengan melakukan audit forensik, seorang auditor dapat mendeteksi fraud yang 

sedang terjadi. Salah satu sektor yang paling banyak terjadi fraud adalah di sektor 

publik atau sektor pemerintahan, maka audit pemerintahan mempunyai peran yang 

penting dalam mendeteksi dan mencegah korupsi.  

Menurut penelitian Liu dan Lin (2012) menyatakan bahwa audit 

pemerintahan yang mempunyai tujuan dasar untuk memonitor, memastikan dan 

menilai pertanggungjawaban pemerintah dalam mengelola dana publik sesuai 

dengan tujuan atau rencana dan audit pemerintahan merupakan institut penting 

dalam pengendalian pemerintahan terutama pengendalian dana suatu proyek yang 

sering disalahgunakan yang menyebabkan dana dikorupsi, dengan mengontrol dana 

publik dari penyalahgunaan maka audit pemerintahan menjadi efektif dan 

mengurangi kasus fraud di sektor pemerintahan. Memonitor setiap kegiatan operasi 

di sektor publik membuat audit pemerintahan menjadi efektif dalam mendeteksi 

fraud, terutama pada bagian penggunaan sumber dana, audit pemerintahan dapat 
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meningkatkan akuntabilitas dan mengurangi penyalahgunaan kekuasaan yang 

berujung pada kasus fraud terutama korupsi.  

Audit pemerintahan dapat menjadi sistem imun dalam mendeteksi dan 

mencegah penyebaran korupsi yang terjadi. Pembuktian kasus fraud harus dengan 

bukti yang nyata, yaitu terpenuhinya unsur perbuatan melawan hukum oleh 

seseorang, menguntungkan diri sendiri atau orang lain serta adanya kerugian 

keuangan negara. Dalam mendeteksi fraud salah satu yang dilakukan oleh audit 

pemerintahan adalah melakukan audit forensik dengan tujuan melakukan 

pendeteksian fraud. Teknik-teknik yang digunakan dalam audit forensik sudah 

menjurus secara spesifik untuk mendeteksi adanya fraud sehingga audit forensik 

menjadi salah satu metode yang efektif dalam mendeteksi fraud (Sastiana dan 

Sumarlin, 2016). 

2.5. Audit Investigasi 

Audit investigasi adalah suatu kegiatan dalam mengumpulkan bukti 

terjadinya kecurangan atau fraud yang sah secara hukum yang berlaku. Dalam teori 

fraud ada beberapa hal yang menjadi faktor penyebab fraud (fraud triangle) yang 

dapat mendorong seseorang untuk melakukan fraud. Selain audit forensik terdapat 

audit investigasi yang sangat diperlukan untuk mendeteksi kecurangan di sektor 

pemerintahan karena dalam sektor pemerintahan sering terjadi kasus fraud terutama 

korupsi.  

Lembaga yang dibentuk oleh pemerintahan berfungsi dalam pemeriksaan 

pengelolaan keuangan negara dan pengawasan keuangan Negara dan pembangunan 

adalah Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan 
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Pembangunan (BPKP) sebagaimana telah diatur dalam Pasal 23E Undang-Undang 

Dasar 1945, menyebutkan bahwa untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung 

jawab tentang keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang 

bebas dan mandiri. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 

15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan menjelaskan bahwa tugas dan 

wewenang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) adalah memeriksa pengelolaan dan 

tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, 

Pemerintah Daerah, lembaga negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik 

Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau 

Badan lainnya yang mengelola keuangan negara. Berdasarkan mandat tersebut 

BPK RI dapat berperan sebagai salah satu sistem yang mendeteksi dan mencegah 

korupsi dan pasal 49 ayat (2) PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem 

Pengendalian Intern Pemerintah meliputi: 1) melakukan pengawasan intern 

terhadap akuntabilitas keuangan negara atas kegiatan tertentu yang meliputi 

kegiatan yang bersifat lintas sektoral, 2) kegiatan kebendaharaan umum negara 

berdasarkan penetapan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara 

dan kegiatan lain berdasarkan penugasan dari Presiden. Selain itu, di pasal 59 juga 

dijelaskan bahwa BPKP mempunyai tugas untuk melakukan pembinaan 

penyelenggaraan SPIP (Sistem Pengendalian Internal Pemerintah).  

Dalam mendeteksi kasus fraud lembaga pemerintah seperti BPK dan BPKP 

melakukan audit investigasi yang bertujuan mengungkap kecurangan sejak 

diketahui, atau diindikasikannya sebuah kejadian atau transaksi yang dapat 
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memberikan kecukupan keyakinan, serta dapat digunakan sebagai bukti yang 

memenuhi pembuktian suatu kebenaran dalam menjelaskan kejadian yang telah 

diasumsikan sebelumnya dalam rangka mencapai keadilan. Teori agensi 

menjelaskan hubungan prinsipal dengan agent. Dasar dari teori keagenan adalah 

bahwa principal dan agent memiliki kepentingan berbeda yang memprioritaskan 

keuntungan pribadi masing-masing. Principal cenderung berkeinginan agar 

bisnisnya menguntungkan dan memiliki profit yang besar sedangkan agent 

menginginkan gaji besar, bonus, jaminan kesehatan dan lain-lain. Konflik muncul 

karena kepentingan yang berbeda antara prinsipal dan agent, seharusnya agent 

mengemban amanat dalam meningkatkan nilai perusahaan tidak selalu berjalan 

sesuai keinginan sehingga agent merasa tertekan dan adanya asimetri informasi 

memberikan agent kesempatan dalam melakukan kecurangan di perusahaan agar 

mendapatkan akomodasi sesuai dengan keinginannya seperti yang terjadi pada 

perusahaan raksasa minyak Enron yang jatuh tahun 2001.  

Berdasarkan peraturan yang berlaku BPK dan BPKP sebagai audit 

pemerintah dapat mengawasi dan mendeteksi setiap kasus fraud yang terjadi di 

sektor pemerintahan. Adanya asimetri informasi mendorong agent untuk 

melakukan fraud, maka diperlukan audit investigasi dalam mendeteksi kecurangan 

di sektor pemerintahan. Dalam melakukan investigasi BPKP berpedoman pada 

peraturan kepala BPKP No. 17 Tahun 2017 tentang pedoman pengelolaan kegiatan 

bidang investigasi (PPKBI) sedangkan BPK berpedoman pada Peraturan badan 

pemeriksaan keuangan republik Indonesia tentang pemeriksaan investigatif, 

perhitungan kerugian Negara atau daerah dan kesaksian ahli, berdasarkan peraturan 
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tersebut seharusnya dapat menjadikan audit pemerintahan menjadi efektif dalam 

melakukan audit investigatif di sektor pemerintahan sehingga kasus fraud dapat 

diminimalisir di sektor pemerintahan, akan tetapi pada kenyataannya meskipun 

terdapat peraturan tentang investigasi di audit pemerintahan, sanksi dan denda bagi 

pelaku fraud tidak dapat menimbulkan efek jera bagi para pelaku kecurangan 

sehingga setiap tahun kasus fraud semakin meningkat dan audit pemerintahan 

menjadi tidak efektif.  

 Fraud biasanya dilakukan secara sistematis dan biasanya pelaku fraud di 

sektor pemerintahan lebih dari satu, para pelaku fraud ada di semua lapisan baik 

dalam golongan atas maupun golongan pegawai bawah. Maraknya kasus fraud 

yang semakin meningkat setiap tahunnya merupakan suatu hal yang memalukan 

dan merugikan, pemerintah sendiri telah berupaya untuk mencegah bahkan 

memberantasnya dengan cara membuat aturan-aturan dan lembaga yang berwenang 

untuk penanggulangan kasus fraud, namun masih belum efektif dalam mendeteksi 

dan mencegah kasus fraud Wulandari et al., (2021). Menurut penelitian Siallagan 

dan Hadiprajitno (2016) Kasus fraud juga sering terjadi di BUMN Kondisi ini 

menjadi semakin memprihatinkan. Terdapat 159 kasus korupsi di kementerian 

BUMN Hal ini menunjukkan bahwa audit pemerintahan belum efektif dalam 

mengungkap fraud yang terjadi pada BUMN yang di dalamnya juga terdapat 

pengelolaan keuangan negara seperti yang diamanatkan undang-undang (Pradipta, 

2021). Dari bertambahnya kasus fraud setiap tahun dan kerugian negara semakin 

meningkat banyak yang mempertanyakan kredibilitas auditor pemerintah dalam 

menjalankan tugas dan fungsinya dalam mengawal pengelolaan keuangan negara.  
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 Menurut penelitian Raba (2017) audit pemerintahan yang efektif adalah 

audit pemerintahan yang dapat menciptakan pemerintahan yang baik bertanggung 

jawab, transparan, akuntabilitas, dan profesionalisme sebagai wujud pelaksanaan 

asas-asas pemerintahan yang baik dan efektif sehingga dapat mendeteksi dan 

mengurangi praktik-praktik KKN dan menyelamatkan uang negara karena 

Keuangan negara bersumber dari rakyat, sehingga sudah selayaknya dikelola dan 

didistribusikan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat, menjamin dipenuhi hak-

hak rakyat serta membiayai pelayanan kepada rakyat. Dengan demikian ditemukan 

suatu gagasan melalui pembahasan dan penelitian untuk memberikan pemahaman 

mengenai bagaimana BPK dan BPKP berperan penting untuk menciptakan 

pemerintahan yang baik dan efektif dalam menjalankan tugas dan wewenangnya 

sebagai Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan undang-undang. Aparat 

Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) memberikan keyakinan (quality 

assurance) yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas 

pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah, APIP 

dijadikan sebagai early warning untuk mencegah terjadinya penyimpangan dan 

penyalahgunaan wewenang. Pelaksanaan pengendalian intern diharapkan dapat 

menghilangkan praktik-praktik korupsi karena proses pemerintahan akan dilakukan 

secara transparan dan dipertanggungjawabkan secara berkala sehingga 

menciptakan audit pemerintahan yang efektif  (Sari, 2012). 

Salah satu upaya pemerintah untuk menanggulangi dan mengungkap fraud 

yang terjadi di instansi pemerintah atau sektor publik, adalah dengan melakukan 

audit investigasi. Menurut penelitian Wuysang et al. (2016) mengemukakan bahwa 
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audit investigatif berdasarkan teori maupun praktiknya sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan, berfungsi efektif sesuai dengan sasarannya untuk upaya 

mendeteksi dan represif atas fraud yang terungkap, sekaligus bisa bersifat preventif 

dalam konteks pemberian efek jera kepada pelaku fraud. Menurut penelitian 

Yufeng et al. (2014) audit investigasi adalah salah satu metode yang terus 

dikembangkan untuk melawan aktivitas kriminal dengan tujuan mendeteksi 

kecurangan. Saat ini, pendeteksian fraud telah diterapkan pada metode seperti data 

mining, statistik dan artificial intelligence.  

Terdapat beberapa faktor yang dapat memengaruhi terdeteksinya fraud, 

yaitu kompetensi dan integritas klien, dan gaya kognitif auditor. Pencegahan fraud 

tidak lepas dari peran internal auditor yang sesuai dengan fungsinya dalam 

mencegah kecurangan sehingga berupaya untuk menghilangkan atau 

mengeliminasi sebab-sebab timbulnya kecurangan tersebut karena mencegah 

terjadinya suatu perbuatan kecurangan akan lebih mudah daripada mengatasi bila 

telah terjadi kecurangan tersebut (Sastiana dan Sumarlin, 2016). Tujuan audit 

investigasi adalah untuk memastikan bahwa upaya pembuktian secara umum di 

pengadilan dan hasil pemeriksaan investigasi dapat digunakan baik dalam tindak 

lanjut maupun tanggapan proaktif sebagai dasar penyelidikan penegakan hukum 

(Hardinto et al. 2018). 

2.6 Whistleblowing  

 Whistleblowing adalah perilaku karyawan atau mantan karyawan yang 

mengungkapkan tindakan ilegal yang ada di perusahaan kepada pihak atasannya 

atau kepada pihak yang berwenang di luar perusahaan. Keberadaan whistleblower 
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memegang peranan penting untuk mengungkapkan skandal keuangan di 

perusahaan. Penelitian yang dilakukan Dyck et al. (2010) pada 216 kasus 

kecurangan menunjukkan sebesar 17% karyawan mengungkapkan kecurangan, 

sedangkan auditor eksternal hanya sebesar 10%.  

 Dalam sektor pemerintahan kasus yang melibatkan whistleblower di 

antaranya adalah kasus Susno Duaji yang mengungkapkan adanya mafia pajak di 

instansinya. Kasus ini melibatkan Gayus Tambunan seorang staf Direktorat 

Jenderal Pajak. Kasus yang dialami adalah pencucian uang dan korupsi dalam 

upaya pembebasan Susno Duaji dari dakwaan pencucian uang. Contoh kasus 

whistleblowing lainnya yang telah terjadi di Indonesia adalah Agus Condro dalam 

pemilihan Deputi Senior Bank Indonesia dan Yohanes Wowuruntu dalam kasus 

Sistem Administrasi Badan Hukum (Semendawai et al. 2011).  

 Salah satu organisasi yang menerapkan whistleblowing system adalah 

kementerian keuangan. Peraturan mengenai whistleblowing system ini tertuang 

dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 103/PMK.09/2010 dan Keputusan 

Menteri Keuangan Nomor 149/KMK/2011. Sistem ini diharapkan mampu menjadi 

satu sarana untuk melaporkan dugaan adanya pelanggaran dan ketidakpuasan 

terhadap pelayanan yang dilakukan atau diberikan oleh pejabat atau pegawai 

Kementerian Keuangan. Salah satu alat yang efektif digunakan untuk mendeteksi 

kecurangan di sektor pemerintahan adalah dengan memberdayakan whistle-blower, 

akan tetapi keamanan bagi seorang whistleblower di Indonesia belum terjamin 

(Bagustianto dan Nurkholis, 2015).  
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 Peran whistleblower sangatlah penting dalam mengungkapkan kasus 

korupsi sehingga whistleblower perlu mendapatkan jaminan perlindungan karena 

tindakan whistleblower sangatlah tidak mudah dan memiliki banyak risiko dan 

ancaman. Secara yuridis normatif, berdasar UU No.13 Tahun 2006, Pasal 10 Ayat 

(2) keberadaan Whistleblower tidak ada tempat untuk mendapatkan perlindungan 

secara hukum (Nixson et al. (2013). Publik mungkin masih ingat dengan kasus 

Susno Duadji yang mengungkap adanya mafia kasus dan mafia pajak di tubuh 

Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang sangat erat hubungannya dengan 

rekening-rekening gendut yang mengisi saldo para petinggi Polri. Tetapi apa yang 

terjadi? Susno Duadji justru diskemakan untuk mendapatkan hukuman dari kasus 

pilkada Jawa Barat. Terlepas dari benar atau tidaknya seorang Susno Duadji juga 

melakukan hal yang sama, tapi setidaknya hal ini perlu diapresiasi karena 

berdasarkan hal yang diungkapkannya secara luas, menjadikan mata khalayak 

umum atau orang-orang awam yang selama ini buta dengan kondisi sebenarnya di 

dalam tubuh lembaga negara menjadi sedikit paham dan mungkin sedikit sadar 

mengapa negara ini tidak maju-maju. 

 Organisasi sektor publik merupakan salah satu organisasi yang 

berorientasi pada kepentingan publik. Dengan kekuasaan dan kewenangan yang 

dimilikinya, seharusnya pemerintah dapat memberikan pelayanan yang maksimal 

dan berkualitas kepada masyarakat. Namun kenyataannya terkadang kekuasaan dan 

kewenangan yang dimiliki pemerintah tidak dapat mendorong peningkatan kualitas 

pelayanan publik dan kenaikan tingkat kesejahteraan masyarakat. Bahkan adanya 

praktik korupsi di sektor publik yang tentu saja akan menciptakan lingkungan kerja 
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yang tidak kondusif dan sangat merugikan pihak-pihak tertentu  (Wahyuni dan 

Nova, 2018). 

 Akibat dari maraknya kasus fraud salah satunya kasus korupsi sangat 

berpengaruh signifikan terhadap kehidupan dan kesejahteraan masyarakat sehingga 

tindakan korupsi yang dilakukan oleh pejabat yang bekerja di sektor pemerintahan 

sangat merugikan masyarakat dari berbagai segi kehidupan. Kecurangan di sektor 

pemerintahan sangatlah sering terjadi di Indonesia untuk meminimalisir kasus 

korupsi seharusnya pemerintah lebih tegas dalam memberikan sanksi bagi pelaku 

korupsi akan tetapi pada realitanya hukuman bagi pelaku korupsi sangatlah ringan 

jika dibandingkan dengan akibat dari tindakan kecurangan tersebut. Kecurangan 

memang tidak dapat dihilangkan, tetapi dapat diminimalisirkan. Salah satu faktor 

yang dapat meminimalisir kecurangan di sektor publik dengan menerapkan 

whistleblowing.  

 Sistem whistleblowing adalah wadah bagi seseorang untuk melaporkan 

tindakan kecurangan yang ada pada internal perusahaan. Dalam penerapan sistem 

whistleblowing perlu mendapatkan dukungan dari seluruh pihak perusahaan agar 

berjalan efektif, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Penerapan sistem 

whistleblowing yang efektif akan berdampak positif terhadap sektor pemerintahan 

karena dengan penerapan sistem tersebut pegawai pemerintah akan terus menjaga 

integritasnya sebaliknya penerapan sistem whistleblowing yang tidak efektif akan 

berdampak negatif terhadap perusahaan seperti terjadi kecurangan yang dilakukan 

oleh pegawai yang mengakibatkan kerugian di perusahaan tersebut. Dengan 

penerapan sistem whistleblowing yang efektif di sektor pemerintahan dapat 
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berdampak positif dan meningkatkan kinerja, transparan dan profesional di 

lingkungan sektor pemerintahan (Kementerian Keuangan., 2013).  

 Istilah whistleblower menjadi populer dalam Lembaga Perlindungan Saksi dan 

Korban (LPSK) dan telah populer di berbagai kalangan dalam beberapa tahun 

terakhir. Istilah ini semakin sering digunakan sejak munculnya insiden Susno Duaji 

yang mengungkapkan kasus mafia pajak. Setelah itu, Susno Duaji yang 

mengungkap keberadaan mafia pajak dianggap sebagai whistleblower (Noviani dan 

Sambharakreshna, 2014). Menurut Priantara (2013) mengatakan bahwa salah satu 

sistem pencegahan fraud adalah dengan menerapkan sistem whistleblower. Dari 

sini, kita dapat menyimpulkan bahwa sistem whistleblower yang efektif secara 

otomatis mengurangi tingkat kecurangan dalam organisasi. Tentunya dalam peran 

aktif whistleblower, para penipu (scammers) akan memikirkan kembali apakah 

mereka akan terus melakukan kecurangan atau batalkan niatnya. Di sisi lain, fraud 

mudah dilakukan tanpa melibatkan whistleblower yang tidak berfungsi secara 

efektif, terutama dengan sistem kontrol dan pemantauan organisasi yang tidak 

memadai. Selain itu, karena belum adanya jaminan perlindungan hukum yang kuat 

terhadap whistleblower maka pelapor kecurangan (whistleblower) takut 

melaporkan bukti-bukti kecurangan yang ditemukannya dan memilih untuk diam 

agar terbebas dari segala risiko. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian 

Widyantari (2013) yang menemukan adanya hubungan yang erat antara efektivitas 

sistem whistleblower dengan upaya mendeteksi kecurangan.  

 Di Indonesia, keberadaan whistleblower masih diragukan dan tidak berfungsi 

secara efektif seperti yang ditunjukkan oleh tanggapan responden. Dari 67 
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responden, hanya 17 (25,3%) yang menyatakan bertindak sebagai whistleblower, 

dan sisanya 50 responden tidak akan pernah melakukannya karena memiliki banyak 

risiko. Hal ini dapat terjadi karena terdapat dua kemungkinan. Pertama, mereka 

mungkin tidak pernah menemukan adanya bukti kecurangan. Kedua, adanya 

kemampuan untuk mendeteksi kecurangan tetapi takut untuk mengungkapkan atau 

melaporkannya. Hal ini disebabkan kurangnya sosialisasi dengan perlindungan 

hukum yang jelas yang dapat melindungi whistleblower dari berbagai ancaman 

yang dapat terjadi.  

 Menurut sebuah studi oleh Kusoy et al. (2017) menyatakan bahwa 

whistleblower sering dihadapkan pada risiko yang dapat mengancam kehidupan 

mereka dan keluarga mereka jika mereka melaporkan kejahatan atau pelanggaran 

yang mereka ketahui. LPSK kemudian melindungi mereka sesuai dengan ketentuan 

Pasal 5 dan 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006. Namun, menurut Pasal 10 

(3) Undang-Undang ini, integritas whistleblower merupakan persyaratan penting 

untuk mendapatkan perlindungan. Sistem perlindungan juga dikaitkan dengan 

pemberian reward atau penghargaan kepada pelapor. Mahkamah Agung 

mengeluarkan Surat Edaran No. 4 Tahun 2011 dengan mengacu pada Pasal 10 UU 

No. 13 Tahun 2006. Surat edaran ini berisi instruksi kepada majelis hakim, dan staf 

peradilan untuk memberikan perlakuan khusus kepada whistleblower seperti 

memberikan Imbalan dalam bentuk hibah sebesar kerugian negara yang dapat 

diselamatkan dengan kesaksiannya. Dijelaskan oleh Lembaga Perlindungan Saksi 

Korban (LPSK), sudah ada undang-undang yang mengatur tentang perlindungan 

whistleblower, namun karena kurangnya sosialisasi tentang undang-undang 
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terhadap mereka yang bersedia menjadi whistleblower sehingga masyarakat tidak 

mengetahui perlindungan dan penghargaannya. Ketika publik menyadari 

pentingnya peran whistleblower yang otomatis meningkat. Oleh karena itu, semakin 

kuatnya peran whistleblower juga berdampak pada peningkatan upaya pencegahan 

fraud khususnya di instansi pemerintah.  

 Studi atas kasus kecurangan perusahaan di Amerika Serikat menunjukkan 

bahwa informasi untuk mengungkapkan kasus berasal dari pegawai (19,2%), 

melebihi peran media dan regulator (16%), serta auditor (14,1%)  (Widayati et al. 

(2012). Dalam penelitian Syahputra et al. (2017) menyatakan bahwa efektivitas 

whistleblowing sebagai metode pendeteksian kecurangan telah banyak dilakukan. 

Salah satunya ditemukan dalam kasus Enron dan Arthur Andersen. Seperti 

diketahui, kasus ini bisa terungkap karena peran whistleblower. 

2.7 Gender 

  Dalam penelitian Herdiansyah et al. (2016) menyatakan bahwa gender 

adalah pengelompokan karakteristik yang tampak antara pria dan wanita 

berdasarkan perbedaan yang dilihat dari perilaku, peran dan fungsi yang 

dimilikinya terbentuk secara alamiah dari proses sosial dan budaya. Perbedaan 

sikap dan perilaku antara laki-laki dan perempuan menjadi alasan utama mengapa 

gender menjadi salah satu faktor penentu berhasil atau tidaknya gender dalam 

mendeteksi kecurangan.  

  Menurut penelitian Kushasyandita dan Januarti (2012) auditor perempuan 

dikenal lebih detail atau teliti dan skeptis jika dibandingkan dengan auditor laki-

laki. Selain itu gender dapat diartikan sebagai konsep analisis yang digunakan untuk 
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mengidentifikasi perbedaan pria dan wanita yang dilihat dari sudut non biologi 

seperti aspek sosial, budaya, dan psikologi. Hasil penelitian Herdiansyah et al. 

(2016) menyatakan bahwa keterlibatan multi gender dalam pelaksanaan tugas audit 

akan berpengaruh dalam pendeteksian kecurangan. Hal ini didukung dengan 

pengujian sebelumnya yang menyatakan bahwa uji hipotesis gender terhadap 

pendeteksian kecurangan yaitu diterima. Keterlibatan multigroup gender dalam 

melakukan audit di sektor pemerintahan dapat menjadikan audit pemerintahan lebih 

efektif dalam mendeteksi fraud di sektor pemerintahan. Menurut penelitian 

Kartikarini dan Sugiarto (2016) Peran multigroup gender akan membawa persepsi 

diri yang lebih baik, sehingga lebih efektif dalam membuat kesimpulan terhadap 

kejadian disekitarnya, termasuk mengenali gejala-gejala kecurangan yang berupa 

red flag yang merupakan awal terdeteksinya fraud di sektor pemerintahan. 

Perbedaan antara wanita dan laki-laki dalam melaksanakan tugas adalah wanita 

dalam mengolah suatu informasi cenderung lebih teliti dan menggunakan informasi 

yang lebih lengkap. 

  Wanita memiliki daya ingat yang tajam terhadap suatu informasi yang baru 

serta memiliki pertimbangan moral yang lebih tinggi daripada pria. Hal ini sesuai 

dengan temuan literatur psikologis kognitif dan pemasaran bahwa wanita lebih 

efisien dan efektif dalam memproses suatu informasi ketika menghadapi 

kompleksitas tugas dalam pengambilan keputusan Praditaningrum dan Januarti 

(2012). Studi gender dalam manajemen telah terbukti sangat menarik bagi laki-laki 

dan perempuan ketika mereka mencari strategi untuk mengatasi masalah yang 

mereka hadapi. Pria dan wanita memiliki sikap dan perilaku yang berbeda, yang 
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dapat menjadi faktor dalam memutuskan apakah akan melakukan audit forensik dan 

audit investigasi untuk mendeteksi kecurangan. Deskripsi ini menunjukkan bahwa 

ada hubungan positif antara jenis kelamin dan pendeteksi kecurangan.  

 Namun, berbeda dengan penelitian Nasution (2012) menyatakan auditor pria 

terbukti lebih mampu mengenali gejala kecurangan dibandingkan auditor wanita. 

Hasil penelitian Wahyuningsih (2016) Dalam hal mendeteksi fraud, pria cenderung 

tidak melakukan whistle-blower dibandingkan wanita. Studi ini menunjukkan 

bahwa tidak hanya laki-laki yang bersedia menjadi whistleblower ketika mereka 

mengetahui adanya kecurangan atau pelanggaran, tetapi perempuan juga lebih 

cenderung menjadi whistleblower jika mengetahui adanya kecurangan. Hal ini 

dikarenakan laki-laki lebih suka melaporkan kecurangan melalui jalur pelaporan 

formal, sedangkan perempuan dapat melaporkan kecurangan baik melalui jalur 

formal maupun informal. Salah satu saluran informalnya dengan berbicara kepada 

rekan kerja tentang fraud dan pelanggaran internal. Perempuan mungkin merasa 

bahwa pelaporan melalui jalur informal lebih aman dan tidak membahayakan posisi 

mereka di dalam organisasi dibandingkan dengan pelaporan melalui jalur formal. 

Untuk itu, jika kecurangan dapat merugikan perusahaan, baik pria maupun wanita 

bersedia melaporkan kecurangan tersebut. Jika tidak ada pelanggaran yang 

dilaporkan maka perusahaan akan menderita kerugian (Destriana dan Prastiwi, 

2014). 

2.8 Tekanan Anggaran Waktu 

 Tekanan anggaran waktu adalah bentuk tekanan yang diciptakan oleh 

sumber daya terbatas yang didedikasikan untuk melakukan tugas. Sumber daya 



39 
 

 

 

adalah waktu yang dibutuhkan dan dihasilkan oleh auditor untuk melakukan audit 

(Nurfadila et al. 2017). Dengan anggaran waktu yang terbatas, auditor tetap 

mempertahankan kemampuannya atau tetap kompeten dalam melakukan 

pemeriksaan, memiliki tingkat skeptisisme yang tinggi, mempertanyakan bukti 

audit dan harus mengevaluasinya secara kritis, akan tetapi dengan anggaran waktu 

yang terbatas membuat auditor tidak maksimal dalam mendeteksi kecurangan 

(Aprianto, 2016). Time budget pressure berhubungan dengan tekanan untuk 

mengontrol sejumlah waktu yang dibebankan untuk suatu pekerjaan, sedangkan 

time deadline pressure berhubungan dengan tekanan untuk menyelesaikan 

pekerjaan dengan tanggal tertentu. Selain tekanan ketaatan, auditor terkadang juga 

didesak dengan adanya tekanan anggaran waktu.  

 Mengingat keterbatasan waktu yang tersedia, tidak mudah bagi auditor 

untuk melakukan audit. Auditor cenderung terburu-buru selama melakukan audit 

dan cenderung tidak dapat mendeteksi kecurangan. Auditor harus dapat 

mengestimasi waktu untuk melakukan audit sehingga mereka dapat melakukan 

audit tanpa stress karena keterbatasan waktu. Dalam keadaan waktu yang terbatas 

auditor harus cermat dalam membagi waktu untuk melakukan audit, mendapatkan 

bukti kecurangan dan membuat laporan auditnya. Dalam melakukan audit, auditor 

harus mengambil sikap untuk mendeteksi kecurangan dalam anggaran waktu yang 

terbatas. Terkadang waktu yang dianggarkan untuk seorang auditor dalam 

menyelesaikan tugasnya sangat sedikit, tidak sebanding dengan tugas yang harus 

ditanganinya. Hal tersebut kadang memicu auditor untuk melakukan audit forensik 

dan audit investigasi dalam mendeteksi fraud yang kurang maksimal karena 
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keterbatasan waktu yang dianggarkan. Whistleblower dari pandangan pemberi 

kerja, pekerja yang pertama kali melapor kepada manajernya atas pelanggaran yang 

terjadi dapat memberi kesempatan perusahaan untuk memperbaiki masalah tersebut 

sebelum berkembang semakin rumit (Sofia et al. 2013). 

 Ada banyak masalah yang dapat dilaporkan oleh whistleblower termasuk 

kecurangan. Efektivitas serta tindak lanjut yang terjadi tentu menjadi beberapa hal 

yang sangat penting dalam tindakan whistleblower yang dilakukan baik di sektor 

swasta maupun pemerintahan, serta perlindungan terhadapnya juga patut menjadi 

pertimbangan (Alam, 2014). Pengaduan dari whistleblower terbukti efektif dalam 

mendeteksi kecurangan. Norma sosial memungkinkan individu yang sah untuk 

mengajukan permintaan dan membuat bawahan mereka patuh. Bahkan orang yang 

bertanggung jawab dan terhormat dalam kehidupan sehari-hari mereka dapat berada 

di bawah tekanan dari pihak berwenang. 

 Menurut penelitian Libriani dan Utami (2015) seseorang yang berada di 

bawah tekanan akan menyetujui melakukan perbuatan yang menyimpang dan tidak 

memiliki keberanian untuk melakukan whistleblower. Ada banyak tekanan yang 

dirasakan seseorang termasuk tekanan anggaran waktu. Perintah atasan, keinginan 

klien ataupun individu yang memiliki otoritas dapat memengaruhi proses 

pembuatan keputusan yang tidak jarang perintah ataupun instruksi tersebut 

terindikasi untuk melanggar atau menyimpang dari prinsip etika profesi yang ada 

(Cahyaningrum dan Utami, 2015). 
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2.9. Penelitian Terdahulu 

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 

No Variabel Independen Hasil Penelitian 

1 Audit Forensik ●  Audit forensik berpengaruh positif terhadap 

pendeteksian fraud (Syahputra dan Urumsah, 2019; 

Enofe et al., 2015;Zachariah et al., 2014) 

2 Audit Investigasi ● Audit forensik berpengaruh positif terhadap 

pendeteksian fraud (Wiharti dan Novita., 2019; 

Fauzan et al., 2014; Syahputra et al., 2017) 

3 Whistleblowing Whistleblowing berpengaruh positif terhadap 

pendeteksian fraud (Widiyarta et al., 2017; Samuels 

dan Pope, 2014; Wahyuningsih, 2016) 

 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh audit forensik, audit 

investigasi dan whistleblowing terhadap pendeteksian fraud dengan gender dan 

tekanan anggaran waktu sebagai variabel moderasi. Beberapa penelitian terdahulu 

sudah ada yang menguji variabel-variabel independen yang sama, dengan hasil 

penelitian yang konsisten. 

Audit forensik adalah pengumpulan, verifikasi, pengolahan, dan analisis data 

yang dilakukan untuk memperoleh fakta dan bukti yang sah dari suatu kasus ilegal 

atau kecurangan keuangan, termasuk memberikan saran tentang cara mencegah 

kecurangan. Audit forensik adalah pengumpulan, verifikasi, pengelolaan, dan 

analisis data yang dilakukan untuk mendapatkan fakta dan bukti yang sah dari kasus 

fraud. Audit forensik salah satu solusi utama dalam mendeteksi terjadinya fraud 

yang merugikan banyak pihak dengan jumlah nominal yang tidak sedikit. Audit 

forensik lebih menekankan proses pencarian bukti serta penilaian kesesuaian bukti 

atau temuan audit tersebut dengan ukuran pembuktian yang dibutuhkan untuk 

proses persidangan. Penelitian yang dilakukan oleh Enofe et al. (2015); Zachariah 
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et al. (2014) juga turut membuktikan keefektifan audit forensik dalam mendeteksi 

fraud. Hasil Studi Syahputra dan Urumsah (2019) menunjukkan bahwa audit 

forensik efektif dalam mendeteksi kecurangan. 

Audit investigasi merupakan kegiatan pengumpulan fakta dan bukti yang 

dapat diterima dalam sistem hukum yang berlaku dengan tujuan untuk 

mengungkapkan terjadinya kecurangan atau fraud. Standar audit investigasi 

mengatur tentang perencanaan yang bertujuan untuk meminimalkan tingkat risiko 

kegagalan dalam melakukan audit investigasi serta memberikan arah agar 

pelaksanaan audit investigasi dapat dilakukan secara efisien dan efektif, supervisi 

yang merupakan tindakan terus-menerus selama pekerjaan audit, mulai dari 

perencanaan hingga diterbitkannya laporan audit, pengumpulan dan pengujian 

bukti yang bertujuan untuk mendukung kesimpulan dan temuan audit investigasi, 

dan dokumentasi, yaitu menyimpan dalam bentuk kertas kerja audit. Hasil 

penelitian Wiharti dan Novita (2019) menyatakan bahwa audit investigasi 

berpengaruh dalam mendeteksi fraud. Demikian pula penelitian oleh Fauzan et al. 

(2014);Syahputra et al. (2017) menyatakan audit investigasi adalah salah satu cara 

paling efektif untuk pendeteksian kecurangan. 

Whistleblowing adalah tindakan mengungkapkan kecurangan kepada 

manajemen puncak (atau otoritas atasan) atau di luar organisasi atau kepada 

masyarakat umum. Keberadaan whistleblower memegang peranan penting untuk 

mengungkapkan skandal keuangan di perusahaan. Hasil penelitian Widiyarta et al. 

(2017) yang menunjukkan bahwa whistleblowing berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap pencegahan dan pendeteksian fraud. Penelitian Samuels dan 
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Pope (2014) menunjukkan bahwa dengan adanya whistleblowing, mampu 

mendeteksi tindakan fraud sebesar 40%. Melihat pentingnya whistleblowing 

tersebut maka diperlukan cara untuk mendorong efektivitasnya untuk mengungkap 

Wrongdoing yang terjadi dalam organisasi. Sejalan dengan penelitian 

Wahyuningsih (2016) menyatakan bahwa whistleblowing berpengaruh positif 

terhadap pendeteksian kecurangan.  

2.10 Hipotesis Penelitian 

2.10.1. Pengaruh Audit Forensik Terhadap Pendeteksian Fraud 

  Salah satu teori yang melandasi audit forensik adalah teori keagenan. Dalam 

teori keagenan menunjukkan pemisahan hubungan antara pemilik modal dengan 

manajemen yang bertujuan untuk menciptakan efisiensi dan efektivitas dalam 

mengelola suatu perusahaan akan tetapi pemisahan hubungan antara pemilik modal 

dengan manajemen cenderung menimbulkan permasalahan (Lediastuti dan 

Subandijo, 2014). Permasalahan muncul ketika pemilik modal dan manajemen 

memiliki kepentingan yang berbeda. Selain itu adanya asimetri informasi di mana 

manajemen lebih mengetahui informasi tentang perusahaan dibandingkan dengan 

principal, yang memungkinkan manajemen untuk melakukan kecurangan  

(Soemarso 2018). Oleh karena itu, dibutuhkan adanya pihak yang melakukan 

proses pemantauan dan pendeteksian terhadap aktivitas yang dilakukan oleh pihak-

pihak yang berbuat kecurangan (Sastiana dan Sumarlin, 2016) .  

 Audit forensik adalah salah satu cara paling efektif untuk mendeteksi 

kecurangan, karena auditor yang melakukan audit forensik harus memiliki berbagai 
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jenis ilmu dan pengetahuan lainnya selain ilmu akuntansi dan auditing, dan 

mempunyai keterampilan investigasi khusus dalam mendeteksi fraud (Kayo, 2013).  

 Tujuan audit forensik adalah untuk mendeteksi atau mencegah berbagai jenis 

kecurangan. Secara khusus, teknik yang digunakan dalam audit forensik telah 

mengarah pada deteksi kecurangan. Selain dapat mendeteksi kecurangan, teknik ini 

bahkan dapat mendeteksi lebih dalam seperti mencari tahu siapa pelakunya. Salah 

satu kasus fraud yang paling banyak terjadi di Indonesia adalah kasus korupsi 

terutama di sektor pemerintahan.  

  Kecurangan yang terjadi menimbulkan kerugian negara yang cukup 

signifikan. Dalam teori fraud ada beberapa faktor penyebab terjadinya fraud yang 

dikenal dengan fraud triangle dan fraud diamond. Kecurangan di dalam sektor 

pemerintahan cenderung dilakukan oleh seseorang yang memiliki kedudukan yang 

tinggi sehingga memiliki peluang yang besar untuk melakukan kecurangan. 

Menurut penelitian Mamahit dan Urumsah (2018) menyatakan bahwa pelaku fraud 

dapat dilakukan oleh pegawai yang bekerja di internal sektor pemerintahan dan 

dapat dilakukan oleh pihak di luar sektor pemerintahan atau yang bekerja sama 

dengan pegawai internal pemerintahan. Menurut Tuanakotta (2014) dalam teori 

fraud, korupsi merupakan kecurangan yang paling banyak dilakukan dan sulit 

dideteksi maupun dicegah karena dilakukan secara sistematis. Audit forensik 

menjadi salah satu metode yang digunakan oleh BPK dan BPKP dalam melakukan 

pendeteksian fraud di sektor pemerintahan. Audit forensik biasanya mengharuskan 

audit BPK dan BPKP untuk menghitung kerugian negara, yang dapat digunakan 

sebagai alat bukti dalam persidangan. Selain itu, kesaksian seorang auditor forensik 
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sebagai seorang ahli dapat menjadi bukti hukum dalam suatu persidangan untuk 

mendeteksi kecurangan (BPK RI, 2020; BPKP RI, 2015). Berdasarkan penjelasan 

di atas, maka dapat dibuat hipotesis sebagai berikut:  

H1: Audit Forensik Berpengaruh Positif Terhadap Pendeteksian Fraud 

2.10.2 Pengaruh Audit Investigasi Terhadap Pendeteksian Fraud 

Selain audit forensik, audit investigasi juga dilandasi oleh teori keagenan. 

Hubungan principal dan agent didasari oleh kontrak kerja yang telah disepakati 

oleh kedua belah pihak. Manajemen sebagai agent ditunjuk oleh principal untuk 

mengelola suatu perusahaan (Syahputra dan Urumsah, 2019). Namun pada 

prosesnya manajemen cenderung berbeda kepentingan dengan principal sehingga 

menyebabkan konflik antara manajemen dengan principal. Berdasarkan perbedaan 

kepentingan tersebut manajemen sebagai agent cenderung melakukan tindakan-

tindakan yang tidak sesuai dengan keinginan prinsipal sehingga untuk mengawasi 

perilaku manajemen, principal membutuhkan audit investigasi untuk mendeteksi 

kecurangan. Beberapa penelitian terdahulu seperti Zulkarenain (2013) dan 

Anugerah (2014) menyatakan bahwa tindakan kecurangan adalah tindakan yang 

sering dilakukan oleh agent. Dalam teori fraud faktor yang menyebabkan tindakan 

kecurangan yang dilakukan oleh pegawai di sektor pemerintahan adalah tekanan, 

peluang dan pembenaran. 

Selain audit forensik, audit investigasi sering digunakan oleh audit 

pemerintahan untuk mengungkapkan kasus fraud seperti pada kasus Bank Bali dan 

Bank Century (Tuanakotta, 2010). Penelitian sebelumnya Dewi (2016) 

menyebutkan bahwa fraud atau kecurangan adalah objek utama yang diperangi dan 
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dibuktikan dalam audit investigatif. Dalam melakukan audit investigasi terdapat 

beberapa kriteria seperti 5w (what, where, when, who dan why) + 2h (how dan how 

much) yang harus dipenuhi untuk menentukan audit investigasi dapat ditindak 

lanjuti. Setelah melakukan penilaian terhadap kriteria informasi adanya tindakan 

fraud, pemeriksa perlu melakukan pengembangan kesimpulan awal yang kemudian 

kesimpulan awal tersebut akan diuji dalam pelaksanaan apakah benar terjadi 

tindakan fraud atau tidak (Syahputra dan Urumsah, 2019).  

Audit investigasi adalah suatu bentuk audit atau pemeriksaan yang 

bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengungkap kecurangan atau kejahatan 

dengan menggunakan pendekatan, prosedur dan teknik-teknik yang umumnya 

digunakan dalam suatu kejahatan (Rahmayani et al. 2014) . Menurut penelitian 

Mamahit dan Urumsah (2018) menjelaskan bahwa audit investigasi lebih fokus 

dalam proses mencari, menemukan, dan mengumpulkan bukti secara sistematis 

yang bertujuan mengungkapkan terjadi atau tidaknya suatu tindakan kecurangan. 

investigasi memerlukan standar audit dalam pelaksanaannya. Standar audit 

investigasi mengatur tentang perencanaan yang bertujuan untuk meminimalkan 

tingkat risiko kegagalan dalam melakukan audit investigasi serta memberikan arah 

agar pelaksanaan audit investigasi dapat dilakukan secara efisien dan efektif, 

supervisi yang merupakan tindakan terus-menerus selama pekerjaan audit, mulai 

dari perencanaan hingga diterbitkannya laporan audit, pengumpulan dan pengujian 

bukti yang bertujuan untuk mendukung kesimpulan dan temuan audit investigasi, 

dan dokumentasi, yaitu menyimpan dalam bentuk kertas kerja audit. Demikian 

pula, sebuah studi oleh Fauzan et al. (2014) Audit investigasi terbukti sangat baik 
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dalam mendeteksi dan mengungkapkan kecurangan. Berdasarkan penjelasan di 

atas, maka dapat dibuat hipotesis sebagai berikut: 

H2: Audit Investigasi Berpengaruh Positif Terhadap Pendeteksian Fraud 

2.10.3 Pengaruh Whistleblowing Terhadap Pendeteksian Fraud 

Whistleblowing memiliki peran penting dalam mendeteksi dan mengungkapkan 

kasus kecurangan di sektor pemerintahan. Salah satu teori yang melandasi tindakan 

whistleblowing adalah teori perilaku terencana atau Theory of Planned Behavior 

(TPB). Dalam teori perilaku terencana terdapat sikap terhadap perilaku, norma 

subjektif dan persepsi kontrol yang melandasi tindakan whistleblowing dalam 

pendeteksian kecurangan (Winardi, 2013; Damayanthi et al., 2017;Zakaria et al. 

2016). Dalam melakukan tindakan whistleblowing seseorang mempunyai 

keyakinan yang kuat untuk melaporkan tindakan kecurangan untuk mendapatkan 

hasil yang positif atas tindakan tersebut. Keyakinan yang mendasari sikap 

seseorang disebut keyakinan perilaku (Suryono dan Chairiri, 2016).  

Norma subjektif diartikan sebagai persepsi seseorang atas tekanan sosial yang 

dirasakannya untuk melakukan (atau tidak melakukan) perilaku tertentu seperti 

seseorang yang mengetahui kecurangan ketika memilih untuk tidak 

mengungkapkannya maka terdapat tekanan batin yang dirasakan sehingga akan 

memilih untuk melakukan tindakan whistleblowing meskipun memiliki banyak 

risiko. Persepsi kontrol perilaku sebagai fungsi yang didasarkan oleh keyakinan 

yang disebut sebagai keyakinan kontrol, yaitu keyakinan individu mengenai ada 

atau tidak adanya faktor yang mendukung atau menghambat individu untuk 

melakukan suatu perilaku, semakin banyak yang mendukung maka dapat 
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mengontrol seseorang untuk melaporkan tindak ilegal sebaliknya semakin sedikit 

yang mendukung akan tindakan whistleblowing maka dapat mengontrol perilaku 

tersebut dan seseorang yang mengetahui kecurangan akan memilih untuk tidak 

melaporkan kecurangan tersebut (Saud, 2016). Whistleblowing sebagai tindakan 

karyawan atau mantan karyawan yang melaporkan tindakan ilegal yang melanggar 

hukum kepada atasan, pihak eksternal yang berwenang bahkan kepada publik 

(Ghani et al. 2010). Ada banyak negara yang membuktikan bahwa tindakan 

whistleblowing dapat meminimalisir kasus fraud di sektor pemerintahan seperti 

negara Amerika Serikat (Dyck et al. 2010).  

Menurut penelitian Samuels dan Pope (2014) mengungkapkan 40% kasus fraud 

dapat dideteksi karena adanya whistleblower. Survei informasi fraud di Indonesia 

bahwa media awal ditemukannya fraud 37% berasal dari aduan atau laporan, diikuti 

16,5% dari audit eksternal, 13,5% dari audit internal. Berdasarkan data ACFE 

Indonesia (2016) metode atau mekanisme dalam mencegah kecurangan yang cukup 

baik dan efektif adalah whistleblowing. Berdasarkan uraian-uraian di atas, 

dirumuskan hipotesis sebagai berikut: 

H3: Whistleblowing Berpengaruh Positif Terhadap Pendeteksian Fraud 

2.10.4. Pengaruh Gender Memoderasi Pendeteksian Fraud 

Menurut World Health Organization (WHO), gender adalah sifat perempuan 

dan laki-laki, seperti norma, peran, dan hubungan antara kelompok pria dan wanita, 

yang dikonstruksi secara sosial. Women’s Studies Encyclopedia menjelaskan 

bahwa gender adalah konsep budaya yang berusaha untuk membuat perbedaan 

dalam peran, perilaku, karakteristik mental dan emosional antara pria dan wanita 
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yang mengalami perkembangan terhadap masyarakat. Pandangan mengenai gender 

sering dihubungkan dengan sifat positif maupun sifat negatif. Sebuah studi oleh 

Nasution (2012) menunjukkan bahwa auditor pria memiliki kemampuan yang lebih 

baik untuk mengidentifikasi gejala kecurangan dibandingkan dengan auditor 

wanita. Selain itu, penelitian Syahputra dan Urumsah (2019) menunjukkan bahwa 

gender merupakan variabel yang dapat memoderasi hubungan antara audit forensik 

dan audit investigasi terhadap pendeteksian kecurangan. Hal ini menunjukkan 

bahwa terdapat perbedaan sikap dan perilaku antara laki-laki dan perempuan dalam 

menghadapi situasi. 

Auditor pria akan lebih mendalami keahlian dan kemampuannya dalam 

melakukan tugasnya sebagai auditor dibandingkan dengan auditor wanita. Sebab, 

di Indonesia peran wanita diposisikan pada dua peran, yaitu peran domestic dan 

peran publik. Jika dilihat dari nilai rata-rata gender antara auditor pria dan wanita 

yaitu masing-masing sebesar 58,11% dan 41,89%. Penelitian ini didukung oleh 

Nasution (2012) yang mengungkapkan bahwa pria terbukti akan semakin 

meningkatkan kemampuan dalam mendeteksi kecurangan jika dihadapkan dengan 

gejala-gejala kecurangan dibandingkan dengan auditor wanita. 

Penelitian Wahyuningsih (2016) menunjukkan bahwa laki-laki tidak lebih 

cenderung untuk mau melakukan tindakan whistleblowing daripada perempuan. 

Menurut penelitian Susmanschi (2012) mendefinisi whistleblower adalah orang 

yang mengungkapkan aktivitas ilegal atau penipuan di lembaga pemerintah, 

organisasi publik atau swasta kepada masyarakat umum atau orang yang 

berwenang. Kegiatan ilegal tersebut meliputi pelanggaran hukum, peraturan 
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perundang-undangan, dan ancaman langsung terhadap kepentingan umum seperti 

penipuan, ancaman keamanan atau kesehatan dan korupsi. Dalam penelitian 

Manafe (2015) gender berpengaruh positif terhadap whistleblowing dalam 

mendeteksi kecurangan. Sejalan dengan penelitian Saputra dan Dwita (2018) 

menunjukkan gender berpengaruh positif terhadap whistleblowing dalam 

mendeteksi kecurangan. Apabila dikaitkan dengan whistleblowing perbedaan 

gender terkait dengan tindakan dalam pengambilan keputusan yang akan 

mengekspresikan atau diam saja. Pria ketika dilihat dari aspek pemikirannya lebih 

berani membuat keputusan yang mirip dengan karakteristik umum pemimpin 

sehingga pria lebih berani melakukan tindakan whistleblowing dibandingkan 

wanita. Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat dibuat hipotesis sebagai 

berikut: 

H4: Gender Memperkuat pengaruh Audit Forensik, Audit Investigasi 

Dan Whistleblowing Terhadap Pendeteksian Fraud 

2.10.5 Pengaruh Tekanan Anggaran Waktu Memoderasi Pendeteksian Fraud 

Time budget pressure adalah tekanan yang berasal dari keterbatasan waktu 

yang diberikan untuk menyelesaikan tugas audit. Sumber dari tekanan anggaran 

waktu adalah waktu yang diberikan untuk menyelesaikan tugas (Setiadi dan 

Pratomo, 2014). Dalam Etika Fraud Auditing (EFA) syarat yang harus dimiliki 

auditor dalam mendeteksi kecurangan adalah keahlian profesional dan 

independensi, serta menurut peneliti terdahulu faktor lain yang dapat memengaruhi 

berhasil atau tidak auditor dalam mendeteksi kecurangan adalah tekanan anggaran 
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waktu. Adanya tenggat waktu penyelesaian audit membuat auditor mempunyai 

masa sibuk yang menuntut agar dapat bekerja cepat.  

Dalam penelitian Setiadi dan Pratomo (2014) auditor yang bekerja dengan 

keterbatasan anggaran waktu cenderung berperilaku disfungsional dan percaya 

dengan penjelasan klien sehingga gagal melakukan investigasi atas isu-isu relevan 

dalam pendeteksian fraud. Time budget pressure yang tidak realistis cenderung 

membuat auditor stress dan memengaruhi niat, sikap dan perilaku auditor dalam 

mendeteksi fraud. Dalam menghadapi tekanan anggaran waktu auditor harus dapat 

menyikapi untuk pendeteksian fraud. Auditor yang bekerja dengan anggaran waktu 

yang tidak realistis cenderung percaya pada informasi dan pernyataan klien. 

Auditor forensik dan investigasi yang bekerja tanpa batasan waktu lebih mungkin 

berhasil dalam mendeteksi kecurangan. Tekanan anggaran waktu dapat 

berpengaruh terhadap keberhasilan auditor dalam mendeteksi kecurangan. Auditor 

yang diberikan waktu terbatas dalam melakukan penugasan audit memiliki tingkat 

keberhasilan yang lebih rendah dibandingkan dengan auditor yang diberikan waktu 

longgar dalam mendeteksi kecurangan. Hasil penelitian ini sejalan dengan 

Florensia dan Noviyanti (2012) bahwa auditor yang bekerja di bawah tekanan 

anggaran waktu berpengaruh negatif terhadap keberhasilan auditor dalam 

pendeteksian kecurangan. Hal ini menunjukkan auditor yang berada di bawah 

tekanan waktu yang lebih akan kurang sensitif terhadap isyarat kecurangan 

sehingga kurang mungkin untuk dapat mendeteksi kecurangan, yang juga akan 

menurunkan efektivitas pelaksanaan audit forensik dan audit investigasi.  



52 
 

 

 

Menurut penelitian Libriani dan Utami (2015) seseorang yang berada di 

bawah tekanan akan menyetujui melakukan perbuatan yang menyimpang dan tidak 

memiliki keberanian untuk melakukan tindakan whistleblowing. Ada banyak 

tekanan yang dirasakan seseorang termasuk tekanan anggaran waktu. 

Whistleblowing dapat dipertimbangkan untuk menjadi alat yang berharga dalam 

strategi tata kelola perusahaan, seperti membantu melaporkan insiden pelanggaran 

yang mendukung upaya menjaga keamanan tempat kerja, sekaligus melindungi dan 

reputasi organisasi (Susmanschi, 2012).  

Dalam beberapa situasi sosial, sebagai pemegang otoritas yang sah, dapat 

memengaruhi perilakunya terhadap orang lain. Norma sosial memungkinkan 

individu yang memiliki otoritas untuk membuat bawahan mereka patuh. Bahkan 

mereka dalam kehidupan sehari-hari dapat berada di bawah tekanan dari pihak 

berwenang. Perintah atasan, keinginan klien ataupun individu yang memiliki 

otoritas dapat memengaruhi proses pembuatan keputusan yang tidak jarang perintah 

ataupun instruksi tersebut terindikasi untuk melanggar atau menyimpang dari 

prinsip etika profesi yang ada (Cahyaningrum dan Utami, 2015). 

Menurut penelitian Libriani dan Utami (2015) menunjukkan Subjek akan 

cenderung melakukan whistleblowing saat berada dalam kondisi tekanan ketaatan 

rendah termasuk tekanan anggaran waktu yang rendah yang diberikan oleh atasan 

daripada dalam kondisi tekanan ketaatan tinggi. Kekuasaan pelaku kecurangan 

dapat menyebabkan orang yang mengetahui kecurangan menjadi tertekan sehingga 

terkadang tekanan ini dapat membuat seseorang mengambil tindakan untuk tidak 
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melaporkan kecurangan yang dia ketahui. Berdasarkan uraian-uraian di atas, 

dirumuskan hipotesis sebagai berikut: 

H5: Tekanan Anggaran Waktu Memperlemah Pengaruh Audit Forensik, 

Audit Investigasi Dan Whistleblowing Terhadap Pendeteksian Fraud. 

2.11. Kerangka Konseptual 

 Audit forensik adalah audit yang mengharuskan proses pencarian atau 

pengumpulan bukti kecurangan yang sah secara hukum (Mamahit dan Urumsah, 

2018). Audit investigasi adalah suatu bentuk audit atau pemeriksaan yang bertujuan 

untuk mengidentifikasi dan mengungkap kecurangan atau kejahatan dengan 

menggunakan pendekatan, prosedur dan teknik-teknik yang umumnya digunakan 

dalam suatu kejahatan (Rahmayani et al. 2014) .  

 Dalam penelitian Syahputra et al. (2017) whistleblowing adalah perilaku 

karyawan atau mantan karyawan yang melaporkan tindakan ilegal yang terjadi di 

perusahaan kepada atasan atau kepada pihak yang berwenang di luar perusahaan. 

Gender adalah salah satu variabel yang mengilustrasikan sifat manusia berdasarkan 

kategori biologis, yang memiliki keterkaitan dengan budaya dan hubungan sebab 

akibat karena adanya disparitas kekuatan yang membedakan manusia dalam peran 

penting sosialisasi (Wahyuningsih, 2016). Tekanan anggaran waktu adalah bentuk 

tekanan dari sumber daya yang terbatas dalam melaksanakan tugas (Pangestika et 

al. 2014). 
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                             H1 (+)  H1 (+) 

                                                                  

                             H2 (+)      H2(+) 

 

                      H3 (+)         H3(+) 

 

                          H4(+)                      H5 (-) 

                                           

 

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual 

 Berdasarkan kerangka konseptual pada gambar 2.1, Hipotesis 

pertama menunjukkan audit forensik berpengaruh positif terhadap pendeteksian 

fraud. Menurut penelitian Dada et al. (2013) seorang auditor yang melakukan audit 

forensik harus memiliki pengetahuan tentang berbagai macam ilmu seperti ilmu 

akuntansi, teknologi informasi serta kriminologi sehingga dari penguasaan berbagai 

ilmu tersebut audit forensik menjadi salah satu metode yang tepat dalam 

pendeteksian fraud di sektor pemerintahan. Hipotesis kedua audit investigasi 

berpengaruh positif terhadap pendeteksian fraud. Menurut penelitian Yufeng et al. 

(2014) audit investigasi adalah salah satu metode yang terus dikembangkan untuk 

melawan aktivitas kriminal dengan tujuan mendeteksi kecurangan. Hipotesis 

ketiga whistleblowing berpengaruh positif terhadap pendeteksian fraud. Menurut 

penelitian Samuels dan Pope (2014) menyatakan bahwa 40% kasus fraud dapat 

Gender (Z1) Tekanan anggaran waktu 

(Z2) 

Pendeteksian fraud 

(Y) 

Audit investigasi 

(X2) 

Whistleblowing (X3) 

Audit forensik (X1) 
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dideteksi karena whistleblower. Hipotesis keempat Gender sebagai variabel 

moderasi berpengaruh positif atas pengaruh audit forensik, audit investigasi dan 

whistleblowing terhadap pendeteksian fraud. Menurut penelitian oleh Syahputra 

dan Urumsah (2019) menyatakan bahwa gender dapat menjadi variabel yang 

memoderasi hubungan audit forensik dan audit investigasi dalam pendeteksian 

fraud. Menurut penelitian Susmanschi (2012) mendefinisi whistleblower sebagai 

seorang yang mengungkapkan kepada publik atau seseorang yang memiliki otoritas 

mengenai aktivitas ilegal atau tidak jujur yang terjadi pada departemen pemerintah, 

organisasi publik dan privat. Hipotesis kelima Tekanan anggaran waktu sebagai 

variabel moderasi berpengaruh negatif atas pengaruh audit forensik, audit 

investigasi dan whistleblowing terhadap pendeteksian fraud. Menurut penelitian 

Florensia dan Artika (2012) bahwa auditor yang bekerja di bawah tekanan anggaran 

waktu berpengaruh negatif terhadap keberhasilan auditor dalam mendeteksi 

kecurangan. Menurut penelitian Libriani dan Utami (2015) Seseorang yang berada 

di bawah tekanan akan menyetujui melakukan perbuatan yang menyimpang dan 

tidak memiliki keberanian untuk melakukan tindakan whistleblowing dalam 

mendeteksi kecurangan. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1. Desain Penelitian 

Desain penelitian dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh informasi dari 

responden melalui sampel yang diteliti dan harus spesifik, jelas dan rinci yang 

ditentukan secara kuat sejak awal yang menjadi pegangan langkah demi Langkah 

dalam penelitian (Sugiyono, 2018). Desain penelitian mengandung makna 

rancangan kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data yang 

dilakukan secara sistematis dan objektif, untuk memecahkan suatu persoalan atau 

menguji suatu hipotesis untuk mengembangkan prinsip umum. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, dengan data primer. 

Pendekatan kuantitatif merupakan suatu metode untuk menguji teori-teori yang 

telah ada sebelumnya dengan cara meneliti hubungan antar variabelnya. Penelitian 

ini dimaksudkan untuk menguji hipotesis yang telah dirumuskan. Adapun variabel 

independen (prediktor) dalam penelitian ini merupakan persepsi responden 

mengenai beberapa faktor potensial yang diduga memengaruhi aktivitas 

pendeteksian fraud. Variabel-variabel independen tersebut meliputi audit forensik, 

audit investigasi dan whistleblowing, sedangkan variabel dependen dalam 

penelitian ini adalah pendeteksian fraud. 

3.2 Objek Penelitian 

Objek penelitian adalah suatu gambaran sasaran ilmiah yang akan dijelaskan untuk 

mendapatkan informasi dan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu (Cahyania, 

dan Kurniawaty, 2018). Adapun objek yang akan diteliti yaitu Badan Pemeriksa 
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Keuangan (BPK) Republik Indonesia dan Badan Pengawasan Keuangan dan 

Pembangunan (BPKP) kantor perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).  

3.3. Sumber Data 

Dalam sebuah penelitian data yang digunakan adalah data yang bersifat 

kuantitatif karena dinyatakan dengan angka-angka yang menunjukkan nilai 

terhadap besaran atas variabel yang diwakilinya. Sumber data penelitian dibedakan 

menjadi 2, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder (Sugiyono, 2015). 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer 

adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari 

sumber datanya (Astuti et al., 2020). Data primer diperoleh dari menyebar 

kuesioner ke auditor bagian investigasi pada kantor BPK dan BPKP yang sesuai 

dengan sampel dan kriteria penelitian. 

3.4. Populasi, Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel 

3.4.1. Populasi 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: objek atau subjek 

yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti 

untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2014). Dalam 

metode penelitian, populasi penelitian merupakan keseluruhan dari objek penelitian 

yang dapat berupa hewan, tumbuh-tumbuhan, udara, gejala, nilai, peristiwa, sikap 

hidup, dan sebagainya, sehingga objek-objek ini dapat menjadi sumber data 

penelitian (Mamahit dan Urumsah, 2018). Populasi bukan hanya orang, tetapi juga 

objek dan benda-benda alam yang lain. Populasi bukan hanya sekedar jumlah yang 

ada pada objek atau subjek yang dipelajari tetapi meliputi keseluruhan karakteristik 
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atau sifat yang dimiliki oleh subjek atau objek itu. Berdasarkan pengertian dari 

populasi di atas, maka populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah auditor 

di Bidang Investigasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan 

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). 

3.4.2. Sampel  

Sampel adalah sebagian dari populasi yang terpilih untuk mewakili populasi 

tersebut (Yusuf, 2014). Penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik 

convenience sampling adalah kumpulan informasi dari anggota-anggota populasi 

yang mudah diperoleh dan mampu menyediakan informasi tersebut (Rahmawati 

dan Soetikno, 2012). Populasi dalam penelitian ini mencakup seluruh kantor Badan 

Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Badan Pemeriksa Keuangan 

(BPK) di Indonesia, bila populasi besar dan peneliti tidak mungkin mempelajari 

semua yang ada pada populasi karena keterbatasan dana, tenaga dan waktu maka 

peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi sehingga sampel 

dalam penelitian ini adalah auditor yang bekerja di BPK RI Kantor Perwakilan 

Pusat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Provinsi Jawa 

Timur, Provinsi Riau, Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Sumatera Selatan, 

Provinsi Bengkulu, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Lampung, Provinsi Jambi, 

Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Sulawesi Barat, 

Provinsi Maluku Utara, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi Bali, dan Provinsi 

Papua Barat dan auditor yang bekerja di BPKP kantor perwakilan Provinsi Daerah 

Istimewa Yogyakarta. Penentuan jumlah responden (sampel) yang akan mengisi 

kuesioner dalam penelitian ini, akan mengacu pada penjelasan Roscoe (1975). 
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Roscoe (1975) menjelaskan bahwa dalam penelitian yang menggunakan kuesioner 

dalam pengumpulan datanya, maka sampel minimal yang harus didapatkan yaitu 

minimal 10 kali dari jumlah variabel yang akan diteliti. Dalam penelitian ini 

terdapat 6 variabel yang akan diteliti (termasuk di dalamnya yaitu variabel 

independen, variabel moderasi dan variabel dependen). Sehingga, berdasarkan 

penjelasan oleh Roscoe (1975), maka jumlah sampel yang akan dibutuhkan dalam 

penelitian ini minimal sebanyak 40 responden. 

3.4.3. Teknik Pengambilan Sampel 

Pengambilan sampel (sampling) adalah metode sistematis untuk pemilihan 

subjek yang akan diteliti. Teknik pengambilan sampel yang akan digunakan dalam 

penelitian ini yaitu teknik non probability. Menurut Sugiyono (2017) Non 

Probability Sampling adalah teknik pengambilan sampel yang tidak memberikan 

peluang atau kesempatan yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk 

dipilih menjadi sampel. Sedangkan pemilihan responden akan berdasarkan 

convenience sampling. Convenience sampling yaitu sebuah teknik penentuan 

sampel berdasarkan responden yang memenuhi kriteria penelitian dan yang dapat 

memberikan informasi yang dibutuhkan oleh peneliti. 

3.5 Metode Penelitian 

Teknik pengumpulan data yg akan dipakai pada penelitian ini merupakan 

angket (kuesioner). Menurut Haryani dan Sari (2021) Kuesioner merupakan 

instrumen penelitian yang terdiri dari rangkaian pertanyaan yang bertujuan untuk 

mengumpulkan informasi dari responden. Penyebaran kuesioner dilakukan dengan 

cara memberikan langsung kuesioner kepada responden dan memberikan secara 
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online dengan link google from (google formulir) yang telah disiapkan oleh peneliti. 

Kuesioner dalam penelitian ini terdiri dari 34 pertanyaan, yang kemudian akan 

disebarkan pada auditor yang menjadi sampel penelitian. Adapun kriteria yang 

menjadi sampel penelitian yaitu: 

a. Auditor yang bekerja di Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia 

(BPK RI). 

b. Auditor yang bekerja di Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan (BPKP) 

kantor perwakilan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.  

c. Umur Auditor yang bekerja di BPK dan BPKP kantor perwakilan Provinsi 

Daerah Istimewa Yogyakarta adalah 21 tahun-60 tahun. 

d. Pendidikan terakhir auditor yang bekerja di BPK dan BPKP kantor perwakilan 

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta adalah Strata 1 (S1), Strata 2 (S2) dan 

Strata 3 (S3). 

Penentuan jumlah sampel dapat didasarkan pada ukuran sampel lebih dari 

30 responden dan kurang dari 500 adalah tepat untuk kebanyakan penelitian 

(Sugiyono, 2014). Ukuran sampel sebaiknya beberapa kali (pada umumnya 10 kali 

atau lebih) lebih besar dari jumlah variabel dalam penelitian. Berdasarkan pendapat 

Roscoe tersebut, maka jumlah sampel dalam penelitian ini minimal 40 sampel yang 

terdapat dari 4 variabel yaitu 3 variabel dependen dan 1 variabel independent dikali 

10. Namun untuk menghindari jumlah response rate yang rendah maka jumlah 

kuesioner yang dibagikan kepada responden adalah sebanyak 110 kuesioner. 
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3.6. Definisi Operasional Dan Pengukuran Variabel 

3.6.1. Definisi Operasional 

Definisi operasional merupakan pemberian definisi kepada suatu variabel 

yang memberikan penjelasan yang diperlukan untuk mengukur variabel tersebut. 

Variabel penelitian mempunyai definisi tersendiri yang digunakan untuk 

menghindari kesalahan dalam mengartikan variabel yang diteliti. Penelitian ini 

menggunakan variabel independen yaitu audit forensik, audit investigasi, 

whistleblowing, variabel dependen yaitu pendeteksian fraud dan variabel moderasi 

adalah multigroup gender dan tekanan anggaran waktu. Untuk variabel independen 

dan variabel dependen masing-masing variabel diukur menggunakan indikator-

indikator yang dikembangkan dari penelitian terdahulu dengan menggunakan 

kuesioner, sedangkan untuk variabel moderasi diukur menggunakan rumus 

uji Smith-Satterthwait. Agar jawaban responden dapat diukur, maka jawaban 

responden diberi skor dengan menggunakan interval yang mengacu pada model 

skala likert, sehingga variabel yang diukur dapat dijabarkan menjadi indikator 

variabel. Menurut penelitian Suwandi et al. (2019) Skala Likert adalah skala yang 

dapat digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau 

sekelompok orang tentang suatu gejala atau fenomena pendidikan. skala likert 

digolongkan ke dalam skala ordinal.  

Dalam penelitian Budiaji (2013) menyatakan bahwa kategori respon pada 

skala likert mempunyai tingkatan tetapi jarak di antara kategori tidak dapat 

dianggap sama, sehingga skala likert adalah kelas skala ordinal. Skala Likert adalah 
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suatu skala psikometrik yang umum digunakan dalam kuesioner, dan merupakan 

skala yang paling banyak digunakan dalam riset yang berupa survei. 

Pengukuran variabel dengan skala likert akan dijabarkan menjadi indikator 

variabel. Dalam penelitian ini penulis menggunakan skala likert 5 poin. Menurut 

penelitian Hertanto (2017) Kelebihan instrumen kuesioner yang menggunakan 

skala likert dengan lima skala adalah kuesioner tersebut mampu mengakomodir 

jawaban responden yang bersifat netral atau ragu-ragu. Hal ini yang tidak terdapat 

dalam skala likert dengan empat skala di mana jawaban yang bersifat netral atau 

ragu-ragu dihilangkan dalam kuesioner dan keunggulan skala likert lainnya 

mempunyai banyak kemudahan. Menyusun sejumlah pertanyaan atau pernyataan 

mengenai sifat atau sikap tertentu yang relatif mudah. Indikator dalam penelitian 

ini diukur menggunakan skala dengan interval 1-5. Dalam penelitian Sintaro et al. 

(2020) Skala 1 sampai dengan skala 2 menjelaskan mengenai tingkat persepsi tidak 

setuju terhadap pernyataan dan pernyataan yang terdapat dalam kuesioner, skala 3 

menjelaskan mengenai tingkat persepsi netral (ketika responden tidak mengerti 

dengan pernyataan yang diberikan oleh peneliti atau ketika responden belum 

mengalami sama sekali terhadap pernyataan yang diberikan). Sebaliknya skala 4 

sampai skala 5 menjelaskan tingkat persepsi setuju terhadap pernyataan yang 

terdapat dalam kuesioner. Alasan lainnya menggunakan skala likert 5 poin karena 

skala likert 7 poin atau 13 poin akan membuat responden menjadi lebih sulit untuk 

membedakan setiap poin skala dan responden sulit dalam mengolah informasi. 

Menentukan skor juga mudah karena setiap jawaban diberi nilai berupa angka yang 

mudah dijumlahkan (Kanning dan Hill, 2013). 
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Tabel 3.1 Bobot Kriteria Jawaban Skala Likert 

STS Sangat Tidak Setuju (pernyataan Sangat Tidak Setuju jika 

pernyataan benar-benar sangat sesuai dengan persepsi anda dan yang 

anda rasakan) 

1 

TS Tidak Setuju (pernyataan Tidak Setuju jika pernyataan benar-

benar sangat sesuai dengan persepsi anda dan yang anda rasakan) 

2 

N Netral (Anda diharapkan menjawab Netral, hanya jika Anda tidak 

mengerti sama sekali terhadap pernyataan yang diberikan, atau Anda 

belum pernah mengalami sama sekali kondisi/keadaan terkait dengan 

pernyataan yang diberikan)  

3 

S Setuju (pernyataan Setuju jika pernyataan benar-benar sangat sesuai 

dengan persepsi anda dan yang anda rasakan) 

4 

SS Sangat Setuju (pernyataan Sangat Setuju jika pernyataan benar-

benar sangat sesuai dengan persepsi anda dan yang anda rasakan) 

5 

 

3.6.2. Pengukuran Variabel 

3.6.2.1. Variabel Independen 

Variabel bebas (independen variabel) adalah variabel yang memengaruhi 

atau yang menjadi sebab terjadinya perubahan atau timbulnya variabel dependen 

(terikat) variabel dependen. 

3.6.2.1.1. Audit Forensik (X1) 

Pelaksanaan audit forensik diukur dengan prosedur yang dilakukan seorang 

auditor seperti menerima tugas, merencanakan, mengumpulkan bukti (untuk 

mendapatkan pengakuan dari pelaku kecurangan, bahwa kecurangan benar terjadi), 

melaporkan dan tuntutan hukum. 
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Tabel 3.2 

Indikator-Indikator Audit Forensik 

Variabel Indicator Sumber  

 Audit forensik  

(X1) 

Objektivitas Tias (2012) 

Kompetensi 

Tanggung jawab audit 

forensik 

Bukti audit forensik 

Independensi  

 

3.6.2.1.2.Audit investigasi (X2) 

Audit investigatif adalah suatu bentuk audit atau pemeriksaan yang 

bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengungkap kecurangan atau kejahatan 

dengan menggunakan pendekatan, prosedur dan teknik-teknik yang umumnya 

digunakan dalam suatu penyelidikan terhadap suatu kejahatan. 

Tabel 3.3 

Indikator-Indikator Audit Investigasi 

Variabel Indikator Sumber 

Audit investigasi 

(X2) 

Pemeriksaan Fisik  

(physical examination) 

Hasbi dan 

Ewiantika 

(2019) Meminta Konfirmasi (confirmation) 

Meminta informasi 

Memeriksa dokumen (documentation) 

Review Analitikal (analytical review) 

 

3.6.2.1.3. Whistleblowing (X3) 

Whistleblowing merupakan tindakan pengungkapan kecurangan baik ke internal 

maupun eksternal yang dilakukan oleh anggota organisasi atau mantan anggota 

organisasi. 

 



65 
 

 

 

 

Table 3.4. 

Indikator-Indikator Whistleblowing 

Variabel indikator Sumber  

whistleblowing 

(X3) 

Niat Hasanah 

(2017) Keinginan 

Rencana 

Usaha Keras Internal Whistleblowing 

Usaha Keras External Whistleblowing 

 

3.6.2.2 Variabel Moderasi 

3.6.2.2.1. Gender (Z1) 

 Gender merupakan salah satu indikator yang dapat memengaruhi berhasil 

atau tidaknya dalam mendeteksi kecurangan. Pengujian efek moderasi untuk 

variabel multigroup gender menggunakan Smith-Satterthwaite t test Velayutham et 

al. (2012). Adapun langkah-langkah dalam pengujian efek moderasi dengan 

menggunakan Smith-Satterthwaite t test yaitu: Langkah pertama adalah membagi 

sampel penelitian menjadi dua kelompok penguji menurut jenis kelamin (laki-laki 

dan perempuan) setelah itu melakukan pengujian validitas dan reliabilitas dari 

masing-masing kelompok. Jika kedua pengujian tersebut memenuhi persyaratan, 

maka langkah selanjutnya adalah dilakukan uji koefisien jalur dan nilai t 

(signifikansi). Uji ini dilakukan untuk menilai signifikan dari setiap hubungan yang 

dibangun untuk setiap kelompok gender (laki-laki dan perempuan). Setelah 

menguji koefisien jalur dan nilai t, langkah selanjutnya adalah dilakukan uji Smith-

Satterthwait. Tujuannya adalah untuk melihat efek moderating dari setiap 

kelompok laki-laki dan perempuan (gender) (Ghozali, dan Latan, 2012). 
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Pengujian t-statistik yang akan digunakan Smith-Satterthwait test, dengan 

menggunakan rumus sebagai berikut: 

2_
2

.1_
2

.

2_1_

sampleESsampleES

pathsamplepathsample
t






………………………………(1) 

Keterangan: 

Path sample 1  : Koefisien Jalur Untuk Kelompok 1 (Laki-Laki) 

Path sample 2  : Koefisien Jalur Untuk Kelompok 2 (Perempuan) 

S.E. sample 1  : Nilai Standar Error Koefisien Kelompok 1 (Laki-

Laki) 

S.E. sample 2  : Nilai Standar Error Koefisien Kelompok 2 

(Perempuan) 

3.6.2.2.2. Tekanan anggaran waktu (Z2) 

 Tekanan anggaran waktu adalah keadaan yang menunjukkan auditor 

dituntut untuk melakukan efisiensi terhadap anggaran waktu yang telah disusun 

atau terdapat pembatasan waktu dan anggaran yang sangat ketat dan kaku. 

Pengujian efek moderasi untuk variabel multigroup tekanan anggaran waktu 

menggunakan Smith-Satterthwaite t test (Velayutham et al., 2012). Time Budget 

Pressure atau Tekanan Anggaran Waktu adalah bentuk tekanan yang muncul dari 

keterbatasan pada sumber daya untuk melakukan dan menyelesaikan tugas audit di 

mana auditor dituntut melakukan efisiensi pada anggaran waktu. Tekanan anggaran 

waktu adalah salah satu faktor yang memengaruhi kinerja auditor dalam mendeteksi 

kecurangan, maka dalam penelitian ini tekanan anggaran waktu di uji menggunakan 
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Smith-Satterthwaite t test dengan membagi auditor yang pernah bekerja dengan 

waktu yang terbatas atau auditor yang pernah bekerja dengan tekanan anggaran 

waktu dan auditor yang bekerja dengan waktu yang longgar atau yang belum pernah 

bekerja dalam tekanan anggaran waktu dalam mendeteksi kecurangan.  

 Adapun langkah-langkah dalam pengujian efek moderasi dengan 

menggunakan Smith-Satterthwaite t test yaitu: Langkah pertama adalah membagi 

sampel penelitian menjadi dua kelompok yaitu auditor yang pernah bekerja dengan 

waktu yang terbatas dan auditor yang bekerja dengan waktu yang longgar atau 

auditor yang belum pernah bekerja dalam waktu yang terbatas, setelah itu 

melakukan pengujian validitas dan reliabilitas dari masing-masing kelompok. Jika 

kedua pengujian tersebut memenuhi persyaratan, maka langkah selanjutnya adalah 

dilakukan uji koefisien jalur dan nilai t (signifikansi). Uji ini dilakukan untuk 

menilai signifikan dari setiap hubungan yang dibangun untuk setiap kelompok 

auditor yang pernah bekerja dengan waktu yang terbatas dan auditor yang bekerja 

dengan waktu yang longgar atau auditor yang belum pernah bekerja dengan waktu 

yang terbatas. Setelah menguji koefisien jalur dan nilai t, langkah selanjutnya 

adalah dilakukan uji Smith-Satterthwait. Tujuannya adalah untuk melihat efek 

moderating dari setiap kelompok tekanan anggaran waktu (Latan dan Ghozali, 

2012). Pengujian t-statistik yang akan digunakan Smith-Satterthwait test, dengan 

menggunakan rumus sebagai berikut: 

2_
2

.1_
2

.

2_1_

sampleESsampleES

pathsamplepathsample
t






………………………………(2) 



68 
 

 

 

 Keterangan: 

Path sample 1 : Koefisien Jalur Untuk Kelompok 1 (Auditor Yang Pernah 

Bekerja Dengan Waktu Yang Terbatas) 

Path sample 2 : Koefisien Jalur Untuk Kelompok 2 (Auditor Yang Bekerja 

Dengan Waktu Yang Longgar Atau Auditor Yang Belum Pernah Bekerja Dengan 

Waktu Yang Terbatas) 

S.E. sample 1  : Nilai Standar Error Koefisien Kelompok 1 (Auditor Yang 

Pernah Bekerja Dengan Waktu Yang Terbatas) 

S.E. sample 2 : Nilai Standar Error Koefisien Kelompok 2 (Auditor Yang 

Bekerja Dengan Waktu Yang Longgar Atau Auditor Yang Belum Pernah Bekerja 

Dengan Waktu Yang Terbatas) 

3.6.2.3. Variabel Dependen 

3.6.2.3.1. Pendeteksian Fraud (Y) 

Fraud detection adalah bagian dari fraud audit yang bersifat investigatif.  

Table 3.5. 

Indikator-indikator pendeteksian kecurangan 

Variabel Indikator sumber 

Pendeteksian 

kecurangan 

(Y) 

Pengujian pengendalian intern  

Kumaat (2011) Pendekatan reaktif 

Memahami gejala-gejala kecurangan (red flags) 

Pengetahuan tentang kecurangan 

Kesanggupan dalam tahap pendeteksi kecurangan  
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3.7. Teknik Analisis Data 

Penelitian ini menggunakan 2 cara pengolahan dalam menganalisis data 

yaitu bersifat deskriptif dan analitik. Analisis penelitian yang bersifat deskriptif 

yaitu menjelaskan tentang informasi mengenai variabel penelitian. Analisis 

deskriptif ini akan dilakukan berdasarkan dari teori-teori dan pendekatan yang 

relevan. Analisis penelitian yang bersifat analitik menjelaskan mengenai pengaruh 

antar variabel. Pengujian uji statistik menggunakan aplikasi smartPLS versi 7.0 . 

3.7.1 Teknik Analisis Kualitatif  

Analisis dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif. Metode 

analisis kualitatif adalah metode yang digunakan untuk menjelaskan hasil penelitian 

yang didukung oleh teori dan data penelitian. Analisis kualitatif dalam penelitian 

ini berupa analisis statistik deskriptif. Penelitian ini menggunakan analisis statistik 

deskriptif untuk menganalisis karakteristik responden dan deskripsi variabel. 

3.7.2 Teknik Analisis Kuantitatif 

Penelitian ini menggunakan analisis kuantitatif adalah analisis data yang 

berbasis angka dengan berbagai teknik statistik. Inti dari analisis kuantitatif adalah 

untuk mengetahui pengaruh antar variabel dengan variabel lainnya. Penelitian ini 

menggunakan skor dari setiap pernyataan atau pertanyaan kemudian dikumpulkan. 

Analisis penelitian ini dilakukan secara bersamaan dan didukung oleh program 

aplikasi PLS (Ghozali dan Latan, 2012). 
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3.8 Pengujian Kualitas Data 

3.8.1 Model Pengukuran (Outer Model) 

Outer model sering juga disebut (outer relation atau measurement model) 

yang mendefinisikan bagaimana setiap blok indikator berhubungan dengan variabel 

latennya (Sugiyono, 2014). Outer model digunakan untuk melihat bagaimana setiap 

indikator berhubungan dengan variabel latennya. Dalam metode PLS menggunakan 

software SmartPLS untuk menghitung outer model terdapat tiga kriteria yaitu 

validitas konvergen (convergent validity), kriteria yang kedua adalah validitas 

diskriminan (discriminant validity) dan kriteria yang ketiga adalah construct 

reliability (Ghozali dan Latan, 2015). 

3.8.1.1 Uji Validitas Konvergen (Convergent Validity) 

Convergent validity merupakan suatu kriteria dalam pengukuran validitas 

indikator yang bersifat refleksif. Validitas convergent berhubungan dengan prinsip 

bahwa pengukur-pengukur (manifest variabel) dari suatu konstruk seharusnya 

berkorelasi tinggi. Uji validitas konvergen indikator refleksif dengan program 

smartpls dapat dilihat dari nilai Average Variance Expected (AVE) dengan Rule of 

Thumb > 0.50 untuk confirmatory maupun exploratory research dan asil pengujian 

validitas konvergen berupa faktor loading dan AVE (Latan dan Ghozali, 2015). 

Dalam penelitian  Haryono (2017) menyatakan secara umum (rule of thumb), nilai 

loading faktor indikator ≥ 0,7 dapat dikatakan valid. Akan tetapi dalam 

pengembangan model atau indikator baru, nilai loading faktor antara 0,5 - 0,6 masih 

bisa diterima. 
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3.8.1.2. Validitas Diskriminan (discriminant validity) 

Pengukuran validitas indikator-indikator yang membentuk variabel laten, 

dapat pula dilakukan melalui discriminant validity. Diskriminan validitas dapat 

dilakukan dengan membandingkan koefisien Akar kuadrat AVE (√AVE atau Square 

root Average Variance Extracted) setiap variabel dengan nilai korelasi antar 

variabel dalam model. Suatu variabel dikatakan valid, jika akar AVE (√AVE atau 

Square root Average Variance Extracted) lebih besar dari nilai korelasi antar 

variabel dalam model penelitian dan AVE lebih besar dari 0,50 (Latan dan 

Ghozali,2015). 

3.8.1.3 Construct reliability 

Suatu pengukuran dapat dikatakan reliabel, apabila composite 

reliability dan cronbach alpha memiliki nilai lebih besar dari 0,70. Composite 

reliability dan Cronbach alpha merupakan suatu pengukuran reliabilitas antar 

blok indikator dalam model penelitian (Latan dan Ghozali, 2015). 

3.8.2. Uji Hipotesis 

3.8.2.1. Model Struktural (Inner Model) 

Pengujian model struktural (Inner Model) dilakukan untuk mengetahui hubungan 

antar variabel, nilai signifikan dan nilai R-square dari model penelitian. 

3.8.2.2. Uji R-Square (R2) 

Dalam menilai model struktural dengan smartpls, dengan melihat nilai R-

square untuk setiap variabel laten endogen sebagai kekuatan prediksi dari model 

struktural. Interpretasinya sama dengan interpretasi pada Ols regresi. Perubahan 

nilai R-square dapat digunakan untuk menjelaskan pengaruh variabel laten eksogen 
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tertentu terhadap variabel laten endogen apakah mempunyai pengaruh yang 

substantive. Nilai R-square 0.75, 0,50 dan 0,25 dapat disimpulkan bahwa model uji 

hipotesis kuat, moderate dan lemah (Hair et al. 2011). Hasil dari PLS R-square 

mempresentasikan jumlah varians dari konstruk yang dijelaskan oleh model (Latan 

dan Ghozali, 2015). 

3.8.2.3. Uji T- statistic 

Uji-t dilakukan guna menguji signifikansi konstanta dan setiap variabel 

independen yang terdapat dalam suatu persamaan apakah secara individu 

berpengaruh terhadap variabel dependen. Dilakukannya pengujian ini pada intinya 

untuk melihat hasil akhir (output) yang diperoleh melalui bantuan program aplikasi 

PLS graph. Apabila nilai t-hitung lebih besar dari nilai t-tabel, hipotesis yang telah 

dibuat sebelumnya dapat diterima atau terbukti signifikan (Latan dan Ghozali, 

2015). 

3.8.2.4. Path Coefficient 

Path-coefficient adalah suatu model analisis jalur yang secara sistematis untuk 

membandingkan berbagai jalur yang bisa memengaruhi secara langsung atau tidak 

langsung antara variabel bebas terhadap variabel terikat (Latan dan Ghozali, 2015). 

3.8.2.5 Uji Goodnes of Fit (GoF) 

Goodness of Fit (GoF) merupakan pengukuran ketepatan model secara 

keseluruhan, karena dianggap merupakan pengukuran tunggal dari pengukuran 

outer model dan pengukuran inner model (Maryani et al., 2019). Nilai pengukuran 

berdasarkan Goodness of Fit (GoF) memiliki rentang nilai antara 0 (nol) sampai 

dengan 1(satu). Nilai Goodness of Fit (GoF) yang semakin mendekati 0 (nol), 
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menunjukkan model semakin kurang baik, sebaliknya semakin menjauh dari 0 (nol) 

dan semakin mendekat 1 (satu), maka model semakin baik. Kriteria kuat lemahnya 

model berdasarkan pengukuran Goodness of Fit (GoF). Menurut Lathan dan 

Ghozali (2015), adalah sebagai berikut : 0,36 (GoF large), 0,25 (GoF medium), dan 

0,10 (GoF small). Adapun rumusan untuk mengukur kuat lemahnya model 

berdasarkan Goodness of Fit (GoF), adalah: 
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BAB IV 

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini akan dijelaskan analisis data dan hasil penelitian mengenai 

pendeteksian fraud melalui audit pemerintahan yang efektif analisis multigroup 

gender dan tekanan anggaran waktu. Berdasarkan teori yang disajikan sebelumnya, 

penulis menganalisis data yang dikumpulkan sesuai dengan masalah utama dan 

rumusan hipotesis yang ditunjukkan pada Bab 2 untuk memutuskan apakah akan 

menerima atau menolak hipotesis.  

4.1. Hasil pengumpulan data 

 Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei 

melalui kuesioner. Subjek responden penelitian ini yaitu auditor yang bekerja di 

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia dan auditor yang bekerja di 

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Kantor Perwakilan 

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Rincian informasi mengenai 

responden yang menjadi sampel penelitian dari kantor BPK RI dan BPKP DIY 

dalam penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 4.1. 
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Tabel 4.1  

Rincian Responden Dari Sampel Penelitian Kantor BPK dan BPKP RI 

Institusi Kantor Perwakilan (Provinsi) Jumlah Auditor (Orang) 

BPKP Daerah istimewa Yogyakarta (DIY) 10 

 

 

 

 

BPK 

Sulawesi Barat 10 

Jawa timur 8 

Kantor pusat (Jakarta) 10 

Jambi 8 

Mataram 10 

Lampung 8 

Riau  8 

Sumatera selatan 8 

Sumatera utara 10 

Total responden  90 

 Sumber: Data Diolah Tahun 2021 

Kuesioner yang dibagikan dalam penelitian ini adalah 110 kuesioner, dan total 90 

kuesioner yang dikembalikan. Semua kuesioner yang dikembalikan oleh responden 

memenuhi persyaratan yang diharapkan. Untuk penjelasan pengiriman dan 

pengembalian kuesioner dalam penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 4.2. 

 Tabel 4.1 menunjukkan bahwa responden dalam penelitian ini yang 

berasal dari BPKP sebanyak 10 responden. Sedangkan responden yang berasal dari 

BPK sebanyak 80 responden. Populasi dalam penelitian ini adalah BPKP dan BPK 

RI, karena keterbatasan waktu, tenaga dan biaya sehingga peneliti memilih auditor 

yang bekerja di BPK di beberapa provinsi yang akan menjadi sampel penelitian 

sedangkan untuk auditor yang bekerja di BPKP hanya kantor perwakilan Provinsi 

Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai sampel penelitian. Selain itu, alasan lainnya 

peneliti memilih BPKP kantor perwakilan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 

sebagai sampel penelitian karena auditor yang bekerja di BPKP memiliki fungsi 

untuk melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan keuangan dan 



76 
 

 

 

pembangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain 

menjadi salah satu APIP, alasan mengapa dalam penelitian ini memilih BPKP 

sebagai objek, karena selain melakukan pengawasan keuangan pemerintah, BPKP 

juga mengelola program lintas sektoral yang difokuskan untuk menilai efisiensi dan 

efektivitas pelaksanaan program atau kegiatan yang mendukung prioritas 

pembangunan nasional. Hal ini menjadi ketertarikan untuk meneliti apakah auditor 

yang bekerja dalam BPKP Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta telah 

melaksanakan tugasnya secara profesional, di mana hal tersebut dilihat dari 

kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan.  

Tabel 4.2 

 Hasil Pengumpulan Data 

Keterangan jumlah % 

Kuesioner yang disebar 110 100% 

Kuesioner yang tidak kembali 0 0% 

Kuesioner yang kembali 110 100% 

Kuesioner yang tidak memenuhi syarat 20 18% 

Kuesioner yang memenuhi syarat 90 82% 

 Sumber: Data Diolah Tahun 2021 

Tabel 4.2 menunjukkan bahwa 110 kuesioner telah dikirimkan kepada responden. 

Sebanyak 90 kuesioner yang memenuhi syarat dan layak untuk dianalisis dengan 

tingkat useable response sebesar 82%. 

 4.2. Deskripsi Responden 

4.2.1 Deskripsi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

Deskripsi responden berdasarkan jenis kelamin terdiri dari dua kategori yaitu laki-

laki dan perempuan. Rincian responden menurut jenis kelamin dalam penelitian ini 

disajikan pada Tabel 4.3.  
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Tabel 4.3 

Klasifikasi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

Keterangan  Jumlah (orang) % 

Laki-laki 48 53% 

Perempuan 42 47% 

Total  90 100% 

   Sumber: Data Diolah Tahun 2021 

Tabel 4.3 menunjukkan bahwa 53% responden dalam penelitian ini adalah 

responden laki-laki. Sisanya 47% adalah responden wanita.  

4.2.2 Deskripsi Responden Berdasarkan Pendidikan 

Hasil data yang diperoleh dari 90 responden dalam penelitian ini menghasilkan 

klasifikasi pendidikan responden seperti yang ditunjukkan pada Tabel 4.4.  

Tabel 4.4 

Klasifikasi Responden Berdasarkan Pendidikan  

keterangan Jumlah (orang) % 

Strata satu (S1) 48 53% 

Strata dua (S2) 41 46% 

Strata tiga (S3) 1 1% 

   Sumber: Data Diolah Tahun 2021 

 Pada Tabel 4.4. dapat dilihat bahwa sebagian besar responden dalam 

penelitian ini berpendidikan strata satu (S1) sebanyak 48 responden dengan tingkat 

persentase sebesar 53%, untuk responden yang berpendidikan strata dua (S2) 

sebanyak 41 responden dengan tingkat persentase sebesar 46% dan untuk 

responden dengan tingkat pendidikan strata tiga (S3) berjumlah 1 responden dengan 

persentase 1%. 
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4.2.3 Deskripsi Responden Berdasarkan Kelompok Usia 

Berdasarkan hasil data yang diperoleh dari 90 responden dalam penelitian ini, 

dihasilkan responden yang dikategorikan berdasarkan kelompok umur. Penjelasan 

rinci diberikan pada Tabel 4.5.  

Tabel 4.5 

Klasifikasi Responden Berdasarkan Kelompok Usia  

Keterangan Jumlah % 

21-25 9 10% 

26-30 7 8% 

31-35 25 28% 

36-40 28 31% 

41-60 21 23% 

Total 90 100% 

          Sumber: Data Diolah Tahun 2021 

Tabel 4.5 menampilkan bahwa sebagian besar responden dalam penelitian ini yaitu 

responden yang berada dalam kelompok usia 36-40 tahun dengan tingkat persentase 

31%, responden yang berusia 31-35 sebanyak 25 responden dengan tingkat 

persentase 28%, responden yang berusia 41-60 sebanyak 21 dengan tingkat 

persentase 23%, responden yang berusia 21-25 sebanyak 9 responden dengan 

tingkat persentase 10% dan responden yang berusia 26-30 memiliki tingkat 

persentase sebesar 8%.  

4.2.4 Deskripsi Responden Berdasarkan Pengalaman Kerja Sebagai Auditor 

Hasil perolehan data yang diperoleh dari 90 responden dalam penelitian ini 

menghasilkan klasifikasi responden berdasarkan tekanan anggaran waktu kerja 

responden sebagai auditor di BPK dan BPKP. Deskripsi detailnya dapat dilihat pada 

Tabel 4.6.  
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Tabel 4.6 

Klasifikasi Responden Berdasarkan tekanan anggaran waktu 

Keterangan jumlah % 

Auditor yang bekerja di bawah tekanan 

anggaran waktu 

46 51% 

Auditor yang bekerja dengan waktu yang 

longgar 

44 49% 

Total  90 100% 

  Sumber: Data Diolah Tahun 2021 

Tabel 4.6 menunjukkan bahwa sebagian besar responden dalam penelitian ini 

pernah bekerja di bawah tekanan anggaran waktu sebesar 46 responden dengan 

tingkat persentase 51% dan responden yang bekerja dengan waktu yang longgar 

atau tidak pernah bekerja di bawah tekanan anggaran waktu sebanyak 44 responden 

dengan tingkat persentase 49%.  

4.3 Evaluasi Model Pengukuran (Outer Model) 

4.3.1 Uji Validitas konvergen 

 Menurut Abdillah dan Hartono, (2015) uji validitas konstruk secara umum 

dapat diukur menggunakan parameter AVE (Average Variance Extracted) dengan 

Skor AVE harus >0,5. Parameter uji validitas konvergen dilihat dari skor AVE yang 

memiliki nilai >0,5. Apabila terdapat nilai loading yang memiliki nilai kurang dari 

0.5, maka nilai tersebut (loading kurang dari 0.5) harus dihapus. Penghapusan nilai 

loading tersebut perlu dilakukan agar tidak menurunkan nilai dari AVE variabel. 

AVE adalah rata-rata persentase skor varian yang diekstraksi dari seperangkat 

variabel laten yang diestimasi melalui loading standardize indikatornya dalam 

proses iterasi algoritma dalam PLS.  
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Tabel 4.7 

Average Variance Extracted (AVE)  

 Average Variance Extracted (AVE) 

Audit Forensik 0.541 

Audit Investigasi 0.701 

Whistleblowing 0.554 

Pendeteksian Fraud 0.526 

    Sumber: Data Diolah Tahun 2021 

Tabel 4.7 menunjukkan bahwa semua item pernyataan untuk masing-masing 

variabel telah memiliki nilai loading >0.5. Selain itu nilai AVE untuk setiap 

variabel juga memiliki nilai >0.5, sehingga disimpulkan bahwa seluruh variabel 

dalam penelitian ini telah memenuhi pengujian validitas konvergen.  

Kemudian akan disajikan Tabel 4.8 yang akan menyajikan nilai loading factor 

item untuk masing-masing variabel. 
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Tabel 4.8 

Loading Factor 

  AF AI W PF 

X1.1 0,823       

X1.10 0,761       

X1.11 0,729       

X1.2 0,814       

X1.3 0,698       

X1.4 0,600       

X1.5 0,756       

X1.6 0,581       

X1.7 0,789       

X1.8 0,713       

X1.9 0,783       

X2.1   0,826     

X2.2   0,823     

X2.3   0,802     

X2.4   0,865     

X2.5   0,867     

X3.1     0,844   

X3.2     0,868   

X3.3     0,822   

X3.4     0,805   

X3.5     0,692   

X3.6     0,816   

X3.8     0,848   

X3.9     0,538   

Y.2       0,686 

Y.3       0,651 

Y.4       0,762 

Y.5       0,815 

Y.6       0,762 

Y.7       0,733 

Y.8       0,607 

Y.9       0,762 

   Sumber: Data Diolah Tahun 2021  
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Pada tabel 4.8 menunjukkan hasil pengujian loading factor dengan bantuan 

SmartPLS dapat diketahui bahwa semua item angka faktor loading memiliki nilai 

diatas 0,5. Maka dapat diartikan item tersebut sudah valid. 

4.3.2 Uji Validitas Diskriminan  

Jika nilai korelasi variabel terhadap variabel itu sendiri lebih besar dari nilai 

korelasi variabel lainnya, maka uji validitas diskriminan terpenuhi (Syahputra dan 

Urumsah, 2019). Uji validitas diskriminan dinilai berdasarkan cross loading 

pengukuran dengan konstruknya (Katopo, 2015). Metode lain yang digunakan 

untuk menilai validitas diskriminan adalah dengan membandingkan akar average 

variance extracted (AVE) untuk setiap konstruk dengan korelasi antara konstruk 

dengan konstruk lainnya dalam model. Model mempunyai validitas diskriminan 

yang cukup jika akar AVE untuk setiap konstruk lebih besar daripada korelasi 

antara konstruk dengan konstruk lainnya dalam model.  

Tabel 4.9 

Nilai Korelasi Antar Variabel  

 AF AI W PF 

Audit Forensik (AF) 0.735    

Audit Investigasi (AI) 0.720 0.837   

Whistleblowing (W) 0.671 0.635 0.745  

Pendeteksian Fraud 

(PF) 
0.594 0.650 0.723 0.725 

Sumber: Data Diolah Tahun 2021; Angka Cetak Tebal Diagonal Adalah Skor 

Akar Dari AVE  

Tabel 4.9 menunjukkan bahwa nilai korelasi untuk setiap variabel (angka yang 

dicetak tebal) dengan variabel itu sendiri memiliki nilai yang lebih besar apabila 

dibandingkan pada korelasinya dengan variabel lainnya. Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa seluruh variabel dalam penelitian ini telah memenuhi pengujian 

validitas diskriminan.  
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Kemudian akan disajikan Tabel 4.10 yang akan menyajikan nilai cross loading 

item untuk masing-masing variabel.  

Tabel 4.10 

Cross Loading Item 

 AF AI W PF 

X1.1 0.823 0.477 0.418 0.368 

X1.10 0.761 0.473 0.500 0.418 

X1.11 0.729 0.478 0.405 0.424 

X1.2 0.814 0.563 0.524 0.479 

X1.5 0.756 0.492 0.471 0.344 

X1.7 0.789 0.633 0.533 0.498 

X1.8 0.713 0.612 0.538 0.514 

X1.9 0.783 0.427 0.402 0.397 

X2.1 0.556 0.826 0.551 0.547 

X2.2 0.525 0.823 0.466 0.526 

X2.3 0.683 0.802 0.532 0.542 

X2.4 0.596 0.865 0.561 0.559 

X2.5 0.653 0.867 0.543 0.544 

X3.1 0.650 0.619 0.844 0.614 

X3.2 0.599 0.572 0.868 0.576 

X3.3 0.622 0.519 0.822 0.578 

X3.4 0.515 0.460 0.805 0.550 

X3.6 0.496 0.465 0.816 0.631 

X3.8 0.510 0.531 0.848 0.609 

Y.4 0.526 0.516 0.568 0.762 

Y.5 0.420 0.504 0.505 0.815 

Y.6 0.353 0.450 0.423 0.762 

Y.7 0.471 0.418 0.587 0.733 

Y.9 0.341 0.459 0.497 0.762 

 Sumber: Data Diolah Tahun 2021 

Berdasarkan Tabel 4.10 dapat diketahui bahwa tidak terdapat korelasi item 

pernyataan variabel lain yang nilainya melebihi korelasi item pernyataan antara 

item pernyataan itu sendiri. Nilai yang digunakan untuk mengukur validitas 

diskriminasi yaitu nilai cross loading harus > 0,70 untuk setiap variabelnya, jika 
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nilai cross loading >0,70 ini berarti tidak ada masalah dengan validitas diskriminan 

(Ghozali dan Latan, 2014). Jika nilai cross loading di bawah <0,70 maka terdapat 

masalah dengan validitas diskriminasinya sehingga nilai cross loading <0,70 harus 

dihapus dari model (Ariansyah et al. 2020).  

4.3.3 Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas dapat dilakukan dengan menggunakan nilai pada composite 

reliability. Menurut Ghozali dan Latan (2014) menjelaskan bahwa suatu variabel 

dapat dikatakan reliabel ketika memiliki nilai composite reliability >0.7. Tabel 4.10 

akan menyajikan nilai composite reliability dalam penelitian ini. 

Tabel 4.11 

Nilai Composite Reliability 

 Composite Reliability 

Audit Forensik 0.928 

Audit Investigasi 0.921 

Whistleblowing 0.912 

Pendeteksian 

Fraud 
0.898 

 Sumber: Data Diolah Tahun 2021 

Tabel 4.11 menunjukkan bahwa setiap variabel dalam penelitian ini memiliki nilai 

composite reliability >0.7. Sehingga dapat disimpulkan bahwa semua variabel 

dalam penelitian ini reliabel.  
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4.4 Menilai Inner Model atau Model Struktural Hasil Penelitian  

Pada saat model yang diestimasi telah memenuhi syarat pengujian outer model, 

maka tindakan selanjutnya yaitu dengan melakukan pengujian inner model. Pada 

Tabel 4.11 akan disajikan nilai R square variabel dalam penelitian ini.  

Tabel 4.12 

Nilai R Square 

 R Square 

Pendeteksian Fraud 0.584 

 Sumber: Data Diolah Tahun 2021 

Pada Tabel 4.12 dapat dilihat bahwa untuk variabel Pendeteksian Fraud (PF) 

memiliki nilai R Square sebesar 0.584, yang berarti bahwa variabel Audit Forensik 

(AF), Audit Investigasi (AI) dan Whistleblowing (W) memengaruhi variabel 

Pendeteksian Fraud (PF) sebesar 58%. Sedangkan sisanya yaitu sebesar 42% 

dipengaruhi oleh variabel lain.  

4.4.1. Penilaian Model Struktural 

Dalam penelitian ini, setelah dilakukannya pengujian struktural untuk 

keseluruhan kelompok, akan terdapat klasifikasi responden berdasarkan gender dan 

tekanan anggaran waktu. Pada klasifikasi berdasarkan gender, responden akan 

dibagi pada dua kelompok yaitu laki-laki dan perempuan. Sedangkan pada 

klasifikasi berdasarkan tekanan anggaran waktu, responden akan dibagi menjadi 

dua kelompok juga yaitu untuk responden yang pernah bekerja di bawah tekanan 

anggaran waktu dan untuk responden yang bekerja dengan waktu yang longgar atau 

responden yang tidak pernah bekerja di bawah tekanan anggaran waktu. Pembagian 

masing-masing kelompok pada klasifikasi berdasarkan gender dan tekanan 
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anggaran waktu ditujukan agar data setiap kelompok diolah masing-masing 

menggunakan aplikasi SmartPLS untuk memperoleh nilai koefisien jalur dan nilai 

standard error masing-masing kelompok. Nilai koefisien jalur dan standard error 

masing-masing kelompok tersebut kemudian akan digunakan untuk menghitung 

nilai t-statistik (menggunakan smith satterthwait test) masing-masing klasifikasi 

(gender dan tekanan anggaran waktu) guna melihat ada atau tidaknya efek moderasi 

dari variabel gender dan tekanan anggaran waktu. Pada Gambar 4.1 dapat dilihat 

hasil untuk keseluruhan kelompok (penilaian model strukturalnya).  

                    

                            β: 0.036 Р:0.346 

                                                    R2: 0.584 

                    β:0.302 Р:0.001 

 

                             β:0.507 Р:0.000 

Gambar 4.1 Hasil Keseluruhan Kelompok (Penilaian Model Struktural) 

Gambar 4.1 telah menunjukkan bahwa audit forensik tidak terbukti berpengaruh 

terhadap pendeteksian fraud dengan nilai p-value sebesar 0.346 > dari nilai alpha 

sebesar 5% (1.96) dan memiliki nilai β (Path Coefficients) sebesar 0.036. Selain itu 

dapat dilihat pula bahwa audit investigasi terbukti berpengaruh positif terhadap 

Audit Forensik 

(AF) 

Audit Investigasi 

(AI) 

Whistleblowing 

(W) 

Pendeteksian 

Fraud 

(PF) 
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pendeteksian fraud dengan nilai p-value yang dihasilkan sebesar 0.001 < dari nilai 

alpha sebesar 5% (1.96) dan memiliki nilai β (Path Coefficients) sebesar 0.302. 

Sedangkan whistleblowing terbukti berpengaruh positif terhadap pendeteksian 

fraud dengan nilai p-value yang dihasilkan sebesar 0.000 > dari nilai alpha sebesar 

5% (1.96) dan memiliki nilai β (Path Coefficients) 0.507. 

Kemudian akan disajikan Tabel 4.12 yang menyajikan data nilai koefisien jalur 

dan nilai standar error untuk subgrup gender.  

Tabel 4.13 

Nilai Koefisien Jalur dan Standar Error untuk Subgrup Gender 

 

Laki-Laki Perempuan 

Path Coefficient Standard Error Path Coefficient 
Standard 

Error 

AF -> PF -0.047 0.167 0.125 0.121 

AI -> PF 0.387 0.141 0.199 0.154 

W -> PF 0.541 0.129 0.556 0.174 

Sumber: Data Diolah Tahun 2021 

Pada Tabel 4.13 menunjukkan bahwa nilai masing-masing koefisien jalur 

dan standard error subgrup gender untuk setiap hubungan. Nilai tersebut kemudian 

(pada sub bab selanjutnya) akan digunakan untuk menghitung nilai t-statistik 

(menggunakan smith satterthwait test) variabel gender (untuk setiap hubungan) 

guna mengetahui apakah gender terbukti atau tidak sebagai variabel moderator. 

Selanjutnya, akan disajikan Tabel 4.13 yang menyajikan data nilai koefisien jalur 

dan nilai standar error untuk subgrup tekanan anggaran waktu. 
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Tabel 4.14 

Nilai Koefisien Jalur dan Standar Error untuk Subgrup Tekanan Anggaran 

Waktu 

 

Auditor yang pernah bekerja 

dengan tekanan anggaran 

waktu 

Auditor yang tidak pernah bekerja 

dengan tekanan anggaran 

anggaran waktu 

Path 

Coefficient 

Standard 

Error 
Path Coefficient Standard Error 

AF -> PF -0.200 0.154 0.150 0.126 

AI -> PF 0.372 0.177 0.332 0.121 

W -> PF 0.662 0.144 0.446 0.124 

     Sumber: Data Diolah Tahun 2021 

Tabel 4.14 menunjukkan nilai setiap koefisien jalur dan standard error subgrup 

tekanan anggaran waktu untuk masing-masing hubungan. Sama halnya dengan 

gender, nilai tersebut kemudian (pada sub bab selanjutnya) akan digunakan untuk 

menghitung t-statistik (menggunakan smith satterthwait test) variabel tekanan 

anggaran waktu.  

4.4.2 Keterkaitan Sub-grup Path  

Menurut penelitian Ghozali dan Latan (2012) menjelaskan bahwa apabila 

data grup sampel yang digunakan tidak normal atau terdapat varian kedua grup 

berbeda maka diperlukan untuk menggunakan smith-satterthwait test. Maka dari 

itu, untuk memeriksa efek moderasi variabel gender dan tekanan anggaran waktu, 

penelitian ini akan menggunakan smith-satterthwait test untuk menghitung t-

statistik dengan common effect error. Kelompok laki-laki dan perempuan (variabel 

gender) merupakan moderator yang bersifat diskret sehingga dapat 

diinterpretasikan dengan membagi data pada kelompok sub sampel. Sama halnya 

untuk kelompok responden jika dibagi berdasarkan tekanan anggaran waktu. 
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Koefisien jalur dan standar error masing-masing sub sampel yang telah dihitung 

sebelumnya (Lihat Tabel 4.13 dan Tabel 4.14) kemudian akan dibandingkan dan 

akan diuji signifikansinya menggunakan smith-satterthwait test. Adapun nilai t-

statistik menggunakan smith-satterthwait test dalam penelitian ini dapat dihitung 

menggunakan rumus berikut (Ghozali dan Latan, 2014):  

 

Pada Tabel 4.15 akan disajikan informasi detail mengenai Hasil uji common effect 

error oleh Subgrup Gender  

Tabel 4.15 

Hasil Uji Common Effect error oleh Subgrup Gender  

 

Laki-Laki Perempuan  

Path 

Coefficient 

Standard 

Error 

Path 

Coefficient 
Standard Error 

T Statistics 

AF -> PF -0.047 0.167 0.125 0.121  -0.95  

AI -> PF 0.387 0.141 0.199 0.154  0.99  

W -> PF 0.541 0.129 0.556 0.174  -0.09  

Sumber: data diolah tahun 2021 Significance t-tabel = 1,96 (α = 5%) 

Keterangan: 

Laki-Laki : 48  

Perempuan : 42 

Total : 90 
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Tabel 4.15 menunjukkan nilai-nilai dari uji-t beberapa efek signifikan dari 

gender, yaitu tidak ada pengaruh gender pada hubungan antara: audit forensik dan 

pendeteksian fraud (t =-0.95 < 1,96); audit investigasi dan pendeteksian fraud 

(t=0.99 < 1,96); whistleblowing dan pendeteksian fraud (t =-0.09 < 1,96).  

Selanjutnya disajikan Tabel 4.15 yang akan menampilkan informasi rinci 

mengenai hasil uji common Effect error oleh subgrup tekanan anggaran waktu. 

Tabel 4.16 

 Hasil Uji Common Effect Error oleh Subgrup Tekanan anggaran waktu 

 

Auditor yang pernah bekerja 

dengan tekanan anggaran 

waktu 

 

Auditor yang tidak pernah 

bekerja dengan tekanan 

anggaran anggaran waktu  

Path 

Coefficient 

Standard 

Error 

Path 

Coefficient 
Standard Error 

 T 

Statistics  

AF -> PF -0.200 0.154 0.150 0.126  -2.06  

AI -> PF 0.372 0.177 0.332 0.121  0.21  

W -> PF 0.662 0.144 0.446 0.124  1.36  

Sumber: Data Diolah Tahun 2021 * Significance t-tabel = 1,96 (α = 5%) 

Keterangan 

Auditor Yang Bekerja Dengan Waktu Yang Longgar:44 

Auditor Yang Bekerja Dengan Tekanan Anggaran Waktu:46 

Total:90 

Tabel 4.16 menunjukkan nilai-nilai dari uji-t beberapa efek dari tekanan 

anggaran waktu, yaitu ada pengaruh tekanan anggaran waktu yang signifikan pada 

hubungan antara: audit forensik dan pendeteksian fraud (t =-2.06 > 1,96), namun 

ada pula pengaruh tidak signifikan dari tekanan anggaran waktu pada hubungan 

antara audit investigasi dan pendeteksian fraud (t= 0,21 < 1,96); whistleblowing 

dan pendeteksian fraud (t= 1,36 < 1,96).  
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4.4.3. Goodness of Fit Index (GOF)  

Untuk mengevaluasi model struktural dan pengukuran secara menyeluruh. GOF 

indeks merupakan ukuran tunggal yang dipakai untuk memvalidasi performa 

gabungan antar model pengukuran (outer model) dan model struktural (inner 

model). Tujuan penilaian GoF yaitu untuk mengukur kinerja model PLS baik 

ditahap pengukuran maupun di model struktural dengan memfokuskan pada 

prediksi kinerja keseluruhan model yang dihitung dengan rumus berikut: 

 

Gof :  √0,581 𝑥 0,584 

    GoF :  0,582 

Kriteria nilai 0,10 (GoF small), nilai 0,25 (GoF medium), dan nilai 0,36 (GoF 

large)). Uji GoF dihitung dengan dengan Ms Excel. Didapat hasil 0,582 Jadi GoF 

besar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



92 
 

 

 

4.5 Pengujian Hipotesis dan Pembahasan 

4.5.1 Pengaruh Audit Forensik Terhadap Pendeteksian Fraud  

Hasil pengujian dari hipotesis pertama (H1) memiliki nilai β (Path 

Coefficients) sebesar 0.036 dan nilai p-value sebesar 0.346 > dari nilai alpha 

sebesar 5% (1.96) artinya, hasil pengujian dari hipotesis pertama (H1) 

menunjukkan bahwa audit forensik tidak berpengaruh terhadap pendeteksian fraud. 

Hal ini kemungkinan karena mayoritas auditor di BPK dan BPKP bekerja dalam 

tekanan anggaran waktu sehingga mengalami hambatan yang kemungkinan akan 

memengaruhi dalam pendeteksian kecurangan, pernyataan ini didukung dengan 

data kuesioner yang menunjukkan 51% auditor di BPK dan BPKP pernah bekerja 

dalam tekanan anggaran waktu. Anggaran waktu yang terbatas akan berdampak 

tidak signifikan pada pendeteksian fraud (Hardinto et al., 2018) . 

Selain dari tekanan anggaran waktu latar belakang pendidikan dapat 

memengaruhi audit forensik terhadap pendeteksian fraud. Menurut temuan 

Nurkholis (2020), pendidikan formal dapat membentuk sikap dan perilaku auditor, 

sehingga auditor yang memperoleh pendidikan yang lebih tinggi dapat 

memperdalam pengetahuan dan keterampilannya dalam bidang audit. Secara 

keseluruhan, hasil penelitian ini mendukung perspektif bagaimana tingkat 

pendidikan tinggi memengaruhi kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan 

khususnya di Indonesia, belum terdapat standar secara khusus untuk akuntan 

forensik, berbeda halnya seperti negara Amerika Serikat dan Australia yang sudah 

memiliki akuntan forensik tersendiri (Zahmatkesh dan Rezazaadeh, (2017); Kang 

et al. (2015); Furiady dan Kurnia (2015); Fuad (2015)). 
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Implikasi dari audit forensik tidak berpengaruh terhadap pendeteksian fraud 

karena mayoritas auditor di BPK dan BPKP bekerja dalam tekanan anggaran waktu 

yang menyebabkan tingkat skeptisme auditor menurun dalam mendeteksi 

kecurangan. Dalam praktiknya, time budget digunakan untuk mengukur tingkat 

efisiensi auditor dalam menyelesaikan pekerjaan auditnya dalam pendeteksian 

fraud. Ketepatan waktu dalam menyelesaikan tugas audit merupakan komponen 

penting dalam penilaian kinerja auditor dalam mendeteksi kecurangan. Hal ini yang 

kemudian menimbulkan tekanan bagi auditor untuk menyelesaikan pekerjaannya 

sesuai waktu yang telah dianggarkan. Tekanan inilah yang memungkinkan auditor 

mengurangi kepatuhannya dalam mengikuti dan menjalankan prosedur audit  yang  

berarti semakian tinggi time budget pressure, maka akan mengakibatkan rendahnya 

skeptisme profesional auditor dalam pendeteksian kecurangan (Attamimi dan 

Riduwan, 2015). Menurut penlitian Faradina (2016) menyatakan bahwa 

skeptisisme merupakan sikap yang kritis dalam menilai bukti audit, 

mempertimbangkan dengan kesesuaian dan kecukupan bukti yang ada sehingga 

bukti audit tersebut memperoleh tingkat keyakinan yang tinggi, namun rendahnya 

tingkat skeptisisme profesional yang dimiliki oleh seorang auditor merupakan salah 

satu penyebab gagalnya seorang auditor dalam mendeteksi kecurangan. Selain itu 

menurut penelitian Fransisco (2019) menyatakan semakin adanya tekanan anggaran 

waktu, auditor akan memiliki masa sibuk yang tinggi dalam penugasannya sehingga 

tidak mempunyai banyak waktu untuk mengevaluasi bukti-bukti kecurangan. Hasil 

penelitian Anggriawan (2014) menunjukkan bahwa tekanan anggaran waktu dapat 

mempengaruhi tingkat skeptisme auditor dalam mendeteksi fraud sehingga 
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semakin tinggi tekanan anggara waktu yang diberikan kepada auditor maka akan 

semakin menurunkan sikap skeptis auditor sehingga kemampuan auditor dalam 

mendeteksi kecurangan juga kan menurun.  

Proses melaksanakan suatu audit dan menghasilkan suatu laporan hasil audit 

tidak akan lepas dari berbagai macam kendala. Salah satu kendala yang sering 

dihadapi adalah tekanan anggaran waktu dalam melaksanakan audit. Hal ini 

berpotensi menghambat auditor dalam melaksanakan segala program audit yang 

disusun dengan maksimal. Tidak dapat dipungkiri bahwa tidak seluruh auditor 

memiliki kompetensi dan jenjang pendidikan yang seragam. Oleh karena itu, 

strategi yang mereka terapkan dalam melaksanakan suatu penugasan audit dan 

mengatasi hambatan-hambatan yang muncul akan berbeda. Hal ini akan 

menyebabkan perbedaan dalam laporan hasil audit yang disusun, yang berpotensi 

menghasilkan perbedaan kualitas hasil audit antara satu auditor dan auditor yang 

lain. Sebagai salah satu Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), auditor 

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) diharapkan mampu 

menjalankan tugas dengan baik. Keterbatasan tenaga auditor serta peningkatan 

jumlah penugasan inilah yang mendorong BPKP melakukan rekrutmen tenaga 

auditor baru dengan jenjang pendidikan tinggi, serta semakin mendorong para 

auditor untuk meningkatkan jenjang pendidikannya melalui berbagai beasiswa dan 

diklat. Pendidikan dan pelatihan diperlukan bagi auditor untuk memperoleh 

kompetensi yang dipersyaratkan atau yang dikenal dengan pendidikan profesional 

berkelanjutan.  
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4.5.2. Pengaruh Audit Investigasi Terhadap Pendeteksian Fraud 

Hasil pengujian dari hipotesis kedua (H2) memiliki nilai p-value sebesar 

0.001 < dari nilai alpha sebesar 5% (1.96) dan memiliki nilai β (Path Coefficients) 

sebesar 0.302 artinya, audit investigasi berpengaruh positif terhadap pendeteksian 

fraud. Hal ini karena audit investigasi memiliki tujuan khusus yaitu untuk 

membuktikan dugaan penyimpangan dalam bentuk kecurangan (fraud), 

ketidakteraturan (irregulaties), pengeluaran ilegal (illegal expendation) atau 

penyalahgunaan wewenang (abuse of power) yang memenuhi unsur-unsur 

melawan hukum sesuai dengan undang-undang tindak pidana korupsi.  

Pelaksanaan audit investigatif ditujukan untuk menentukan kebenaran 

permasalahan melalui proses pengujian, pengumpulan dan pengevaluasian bukti-

bukti yang relevan dengan perbuatan fraud dan untuk mengungkapkan fakta-fakta 

fraud, yang mencakup: adanya perbuatan fraud (subjek), mengidentifikasi pelaku 

fraud (objek), menjelaskan modus operasi fraud (modus), dan menguantifikasi nilai 

kerugian dan dampak yang ditimbulkannya (Wiralestari, 2016). Jika terdapat 

indikasi kuat terjadinya fraud, maka langkah yang tepat untuk memperkecil 

kerugian akibat fraud adalah melakukan audit investigasi dalam pendeteksian 

fraud. Hasil penelitian Wiharti dan Novita (2019) menyatakan bahwa audit 

investigasi berpengaruh dalam pendeteksian fraud. 

Dalam teori agency, audit investigasi sangat diperlukan karena prinsipal dan 

agen cenderung memiliki kepentingannya masing-masing, misal prinsipal sebagai 

pemilik bisnis berkeinginan supaya bisnisnya menguntungkan, menghasilkan profit 
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sebesar besarnya, dividen besar, dan terjadinya kenaikan harga saham. Keinginan 

agen adalah semua kepentingannya diakomodasikan seperti gaji besar, bonus, 

akomodasi perjalanan dinas, mobil dinas plus sopir, perumahan, jaminan kesehatan, 

dana pensiun, pembagian saham, dan fasilitas entertain lainnya. Manajer dapat 

memprioritaskan kepentingan pribadinya sendiri dibandingkan kepentingan 

pemegang saham dengan melakukan sejumlah cara demi keuntungannya sendiri, 

yaitu dengan melakukan kecurangan (Mardianto., dan Tiono, C., 2019). Selain itu, 

adanya asimetri informasi membuat agen mempunyai peluang besar dalam 

melakukan kecurangan. Atas dasar hal tersebut, maka audit investigasi sangat 

relevan dan diperlukan dalam pengungkapan fraud.  

 Dalam teori fraud terdapat beberapa elemen yang mendorong seseorang 

untuk melakukan kecurangan yang dikenal dengan fraud triangle terdapat tiga 

elemen yaitu Pressure, Opportunity dan Rationalization. Manajemen sebagai agen 

lebih mengetahui tentang perusahaan dibandingkan principal, sehingga agen 

mempunyai lebih besar peluang untuk melakukan kecurangan. Audit investigasi 

sangat diperlukan untuk mendeteksi kecurangan karena tujuan audit investigasi 

adalah mengidentifikasi dan mengungkap kecurangan atau kejahatan. Implikasi 

dari adanya pengaruh audit investigasi terhadap pendeteksian fraud dalam 

penelitian ini adalah bahwa seorang auditor dalam melakukan audit investigasi 

harus memiliki kemampuan pada berbagai jenis cabang yang relevan dengan 

bidang audit investigasi serta profesionalisme. Untuk itu, BPK dan BPKP 

diharapkan dapat meningkatkan kualitas auditornya dengan berbagai usaha seperti: 

pengadaan aktivitas pelatihan, sertifikasi profesi dan usaha lain yang bertujuan 
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meningkatkan profesionalisme auditornya. Penyediaan anggaran oleh pemerintah 

untuk pelatihan dan peningkatan profesi yang diadakan oleh BPK RI dan BPKP 

sangat diperlukan untuk dapat meningkatkan kualitas auditor dalam melakukan 

investigasi (Dewi et al. 2015).  

 Hasil penelitian ini mendukung beberapa penelitian terdahulu seperti 

Ardiansyah et al. (2016), Sandari (2019) serta Wiharti dan Novita (2019) yang 

menunjukkan bahwa audit investigasi berpengaruh signifikan terhadap 

pendeteksian fraud, penerapan audit investigasi yang semakin baik dapat 

meningkatkan ketepatan dalam pendeteksian fraud.  

4.5.3 Pengaruh Whistleblowing Terhadap Pendeteksian Fraud 

Hasil pengujian dari hipotesis ketiga (H3) memiliki nilai p-value sebesar 

0.000 < dari nilai alpha sebesar 5% (1.96) dan memiliki nilai β (Path Coefficients) 

sebesar 0.507 artinya, whistleblowing berpengaruh terhadap pendeteksian fraud. 

Hal ini karena seorang whistleblower akan mengungkapkan tindakan pelanggaran 

atau pengungkapan perbuatan yang melawan hukum, tidak etis, tidak bermoral atau 

tindakan lain yang merugikan organisasi. Salah satu manfaat dari penyelenggaraan 

whistleblowing adalah timbulnya rasa takut untuk melakukan pelanggaran, karena 

kepercayaan terhadap sistem pelaporan yang efektif. Keberadaan whistleblowing 

tidak hanya sebagai saluran pelaporan kecurangan yang terjadi, namun juga sebagai 

bentuk pengawasan dan pencegahan. Sehingga sesama karyawan menjadi saling 

mengawasi satu sama lain dan takut untuk dilaporkan oleh karyawan lain karena 

melakukan tindakan kecurangan (Yutdi et al. 2018). Hasil penelitian Widiyarta et 

al. (2017) menunjukkan bahwa whistleblowing berpengaruh positif dan signifikan 
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terhadap pencegahan dan pendeteksian fraud, sehingga apabila system 

whistleblowing diterapkan secara efektif maka pencegahan dan pendeteksian 

kecurangan semakin tinggi. Sementara itu, penelitian Priantara (2013) 

menunjukkan berbagai penelitian mengenai pengaduan kecurangan atau 

whistleblowing menjadi alat yang efektif untuk mencegah dan mendeteksi fraud.  

Dalam Teori Perilaku Terencana atau Theory of Planned Behavior (TPB) 

jika seseorang memiliki suatu keyakinan atau kepercayaan bahwa dalam 

memutuskan untuk menjadi seorang pelapor tindak kecurangan (whistleblower) 

harus memberikan tindakan yang positif termasuk tindakan mendeteksi 

kecurangan, maka seseorang akan memiliki kecenderungan sikap atau perbuatan 

yang positif untuk mendukung tindakan melakukan whistleblowing, dengan 

demikian seseorang bisa meningkatkan atau mampu menumbuhkan niat seseorang 

dalam melakukan whistleblowing untuk mendeteksi kecurangan.  

Penerapan whistleblowing systems selain dapat membantu auditor 

pemerintah yaitu auditor BPK RI dan auditor BPKP yang melakukan kegiatan audit 

forensik dan audit investigasi dalam mendeteksi fraud, juga membantu melindungi 

organisasi atau perusahaan dari kerugian-kerugian akibat tindakan fraud. 

Whistleblowing dapat menjadi alat pengawasan dan pendeteksian pelanggaran pada 

internal organisasi atau perusahaan, karena orang yang bekerja di suatu organisasi 

seperti misalnya di sektor pemerintahan cenderung memiliki keinginan, 

kesempatan dan kemampuan untuk melakukan tindakan fraud. Whistleblowing 

menjadi metode yang efektif dalam mendeteksi dan mengungkapkan fraud karena 

ketika ingin membongkar kasus fraud harus mendapatkan cukup informasi dari 
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pihak-pihak yang mengetahui eksistensi kecurangan yang sifatnya tersembunyi 

(Juwita, 2016). 

4.5.4. Pengaruh Gender Sebagai Variabel Moderasi Terhadap Pendeteksian 

Fraud. 

 Tabel 4.14 menunjukkan nilai-nilai dari uji-t, yaitu tidak ada pengaruh 

gender pada hubungan antara audit forensik terhadap pendeteksian fraud (t =-0.95 

< 1,96); audit investigasi terhadap pendeteksian fraud (t=0.99< 1,96); 

whistleblowing terhadap pendeteksian fraud (t =-0.09 < 1,96), Hal ini kemungkinan 

dapat disebabkan perbedaan jenis kelamin antara pria dan wanita dengan perbedaan 

berbagai sifat dan karakter individu masing-masing yang tidak berpengaruh dalam 

melakukan pendeteksian fraud karena dalam melakukan pendeteksian fraud harus 

independen, objektif dan profesionalisme dari seorang auditor baik auditor laki-laki 

maupun auditor perempuan. Baik auditor pria maupun wanita keduanya dihadapkan 

pada tuntutan yang sama dalam mendeteksi fraud. Auditor dituntut untuk selalu 

mengembangkan keterampilan dan profesionalisme nya seperti dengan menempuh 

pendidikan yang lebih tinggi (Yendrawati dan Mukti, 2015).  

Hasil penelitian ini menyatakan bahwa gender tidak terbukti sebagai 

variabel yang dapat memoderasi hubungan antara audit forensik, audit investigasi 

dan whistleblowing terhadap pendeteksian fraud. Hasil penelitian ini didukung oleh 

hasil penelitian Rahmida dan Urumsah (2020) yang menyatakan bahwa gender 

tidak terbukti sebagai variabel yang dapat memoderasi hubungan antara audit 

forensik, audit investigasi whistleblowing terhadap pendeteksian fraud. Auditor 

pria maupun wanita diwajibkan menggunakan pertimbangan profesionalnya untuk 
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menentukan hal-hal yang terkait dengan pemeriksaan karena tuntutan 

profesionalisme seorang auditor semakin besar. Auditor pria dan wanita dalam 

melakukan audit dapat memiliki kemampuan yang sama dalam mengolah informasi 

maupun data yang ada untuk mendeteksi fraud karena auditor laki-laki dan auditor 

perempuan diberikan kesempatan yang sama untuk meningkatkan profesionalisme 

melalui peningkatan jenjang pendidikan (Futri dan Juliarsa, 2014).  

Untuk tindakan whistleblowing, seperti yang dijelaskan oleh teori perilaku 

terencana bahwa niat seseorang untuk melakukan whistleblowing tidak berdasarkan 

jenis kelaminnya (gender), akan tetapi kondisi yang dapat memengaruhi termasuk 

di dalamnya rasa aman untuk menjadi whistleblower. Menurut penelitian Setyawati 

et al. (2015) bahwa penyebab seseorang untuk melakukan whistleblowing tidak 

dilihat dari gender atau jenis kelaminnya, akan tetapi dilihat dari kondisi dirinya 

dan lingkungan pada saat itu. Terkait dengan keamanan rahasia identitas 

whistleblower juga akan berpotensi menimbulkan dampak negatif bagi para 

whistleblower. Apabila rahasia identitas para whistleblower tersebut bocor dan 

diketahui oleh karyawan lainnya, hal tersebut akan membuat para whistleblower 

mengalami penolakan, pengucilan bahkan dibenci oleh karyawan lainnya. Menurut 

penelitian Suryono dan Chairiri (2016), dinyatakan bahwa whistleblowing didasari 

oleh teori perilaku terencana yang memiliki tiga faktor yang salah satunya adalah 

faktor personal seseorang dengan keyakinan bahwa tindakan whistleblowing 

memiliki dampak yang menguntungkan atau merugikan, dengan proses 

pertimbangan evaluasi atau penilaian konsekuensi yang dihasilkan atas tindakannya 
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maka, apabila penilaian tersebut positif orang akan melakukan tindakan 

whistleblowing tanpa dipengaruhi oleh gender.  

4.5.5 Pengaruh Tekanan Anggaran Waktu Sebagai Variabel Moderasi 

Terhadap Pendeteksi Fraud  

 Hasil dari pengujian hipotesis kelima (H5) dengan menggunakan smith 

satterthwait test dari tiga hubungan yang dibangun, berkenaan dengan efek tekanan 

anggaran waktu, pada auditor yang bekerja dengan tekanan anggaran waktu ada 

perbedaan dengan Auditor yang bekerja dengan waktu yang longgar. Perbedaan 

yang signifikan pada hubungan audit forensik terhadap pendeteksian fraud (t = -

2.06 > 1,96). Namun tidak signifikan pada hubungan audit investigasi terhadap 

pendeteksian fraud (t =0.21 < 1,96) dan whistleblowing terhadap pendeteksian 

fraud (t =1.36 < 1,96). Hal tersebut menunjukkan bahwa tekanan anggaran waktu 

sebagai variabel moderasi terdapat satu hubungan yang berpengaruh dari tiga 

hubungan yang dibangun. Tidak ada efek moderasi tekanan anggaran waktu yang 

ditemukan pada hubungan audit investigasi terhadap pendeteksian fraud dan 

whistleblowing terhadap pendeteksian fraud, jadi berdasarkan hasil keseluruhan, 

hipotesis kelima (H5) tidak didukung. Hal tersebut kemungkinan karena tekanan 

anggaran waktu merupakan bentuk tekanan yang tidak dapat dihindari oleh auditor 

sehingga auditor sudah melakukan efisiensi waktu yang sesuai untuk melakukan 

pendeteksian fraud. Tingginya tekanan anggaran waktu membuat auditor semakin 

terdorong untuk meningkatkan efisiensi dalam melakukan audit karena auditor 

dituntut untuk menyelesaikan pekerjaannya dengan waktu yang telah disepakati 

(Kurnia, 2014).  
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 Implikasi dari hasil penelitian adalah tekanan anggaran waktu sebagai 

variabel moderasi tidak berpengaruh terhadap pendeteksian fraud. Dalam teori 

agensi, prinsipal membutuhkan audit untuk mengawasi agen yang cenderung 

berpotensi melakukan tindakan fraud. Dalam melaksanakan tugas dari principal, 

auditor terkadang mendapatkan tekanan anggaran waktu dalam melaksanakan 

tugasnya sehingga auditor perlu mengestimasi waktu dalam melakukan 

pendeteksian kecurangan. Hal ini merupakan salah satu kendala yang sering 

dihadapi auditor dalam melaksanakan segala jenis program audit yang telah disusun 

dengan maksimal, tidak kecuali seorang auditor yang memiliki kompetensi dan 

pendidikan tinggi.  

Hasil penelitian ini mendukung teori agensi bahwa pemeriksaan yang 

dilakukan oleh auditor dapat menjembatani kepentingan pihak prinsipal dengan 

pihak agen terutama dalam mengelola keuangan, termasuk menilai kelayakan 

strategi manajemen dalam upaya mengatasi kesulitan keuangan perusahaan. 

Auditor harus memiliki keahlian dan pendidikan formal dalam bidang akuntansi, 

terutama penguasaan pada bidang auditing, mendapatkan pelatihan yang cukup, dan 

harus mengikuti pendidikan profesional berkelanjutan (Widodo et al. 2016). 

Melalui serangkaian kegiatan tersebut, auditor akan memiliki kepastian lebih tinggi 

untuk melakukan audit yang lebih berkualitas. Dalam melaksanakan tugasnya, 

auditor senantiasa dibekali dengan pendidikan dan pelatihan yang berhubungan 

dengan bidang penugasannya, baik melalui diklat, beasiswa tugas belajar, maupun 

pendidikan pelatihan mandiri (PPM) di kantor masing-masing.  
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Meskipun alokasi waktu audit yang diberikan cukup sempit dan bersifat 

mutlak dari pusat, auditor tetap dapat melakukan efisiensi dalam melakukan 

penugasannya dan menyelesaikan audit dalam jangka waktu yang diberikan dengan 

tetap menjaga kualitas hasil audit sesuai dengan standar yang ditetapkan adalah time 

budget pressure dalam melaksanakan audit. Hal ini menurut penelitian Apriyanto, 

(2016) dinyatakan bahwa dalam melakukan pendeteksian fraud, auditor dapat 

mengestimasi waktu yang digunakan dalam pelaksanaan tugasnya sehingga 

meskipun dalam keadaan waktu terbatas auditor dapat melakukan pendeteksian 

fraud dengan baik. Seorang yang mengetahui kecurangan akan melakukan tindakan 

whistleblowing didasarkan pada keyakinan yang dimiliki meskipun dalam keadaan 

tekanan anggaran waktu. Hasil penelitian ini sejalan dengan teori perilaku terencana 

yang menyatakan bahwa individu akan memiliki niat untuk melakukan suatu 

perilaku pada saat individu tersebut mempunyai keyakinan atas suatu perilaku 

tersebut (Parianti et al. 2016).  
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BAB V 

PENUTUP  

5.1 Kesimpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji faktor-faktor yang memengaruhi 

pendeteksian fraud. Faktor-faktor yang diuji dalam penelitian ini meliputi audit 

forensik, audit investigasi dan whistleblowing sebagai variabel independen dan 

faktor gender dan tekanan anggaran waktu sebagai variabel moderasi. Sampel 

dalam penelitian ini sebanyak 90 auditor yang bekerja di BPK RI dan BPKP 

Kantor Perwakilan Provinsi DIY. Berikut adalah hasil dari penelitian ini:  

1. Hasil pengujian dari hipotesis pertama (H1) yaitu audit forensik tidak 

berpengaruh terhadap pendeteksian fraud artinya audit forensik tidak 

memengaruhi berhasil atau tidaknya dalam pendeteksian fraud karena 

kemungkinan mayoritas auditor bekerja dalam tekanan anggaran waktu 

sehingga mengalami hambatan yang memungkinkan akan memengaruhi 

dalam pendeteksian kecurangan. 

2. Hasil pengujian dari hipotesis kedua (H2) yaitu audit investigasi 

berpengaruh positif terhadap pendeteksian fraud artinya semakin tinggi 

kualitas audit investigatif maka akan semakin efektif dalam pendeteksian 

fraud. 

3. Hasil pengujian dari hipotesis ketiga (H3) yaitu whistleblowing 

berpengaruh positif terhadap pendeteksian fraud artinya semakin baik 

pelaksanaan whistleblowing maka semakin efektif dalam pendeteksian 

fraud.  
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4. Hasil dari pengujian hipotesis keempat (H4) menggunakan smith 

satterthwait test pada Tabel 4.14 menunjukkan bahwa gender tidak 

terbukti sebagai variabel yang dapat memoderasi hubungan antara audit 

forensik, audit investigasi dan whistleblowing terhadap pendeteksian 

fraud, artinya gender tidak memengaruhi berhasil atau tidaknya dalam 

pendeteksian fraud karena dalam melakukan pendeteksian fraud auditor 

harus independen, objektif dan profesionalisme. Selain itu baik auditor 

pria maupun auditor wanita akan dihadapkan pada tuntutan yang sama 

dalam pendeteksian fraud. Begitupun dalam melakukan tindakan 

whistleblowing tidak berdasarkan jenis kelaminnya (gender), akan tetapi 

kondisi yang dapat memengaruhi termasuk di dalamnya rasa aman dalam 

melakukan tindakan whistleblowing. 

5. Hasil dari pengujian hipotesis kelima (H5) menggunakan smith 

satterthwait test pada Tabel 4.15 menunjukkan bahwa tekanan anggaran 

waktu tidak terbukti sebagai variabel yang dapat memoderasi hubungan 

antara audit investigasi dan whistleblowing terhadap pendeteksian fraud 

artinya tekanan anggaran waktu tidak memengaruhi berhasil atau tidaknya 

auditor dalam mendeteksi kecurangan karena tekanan anggaran waktu 

adalah bentuk tekanan yang tidak dapat dihindari oleh auditor sehingga 

auditor melakukan efisiensi waktu yang sesuai dengan anggaran waktu 

dalam melakukan pendeteksian fraud. Begitupun dengan seorang 

whistleblower akan tetap melaporkan tindakan kecurangan meskipun 

berada dalam tekanan anggaran waktu.  



106 
 

 

 

5.2.Kontribusi dan Implikasi Penelitian 

5.2.1. Kontribusi Penelitian 

Penelitian ini menggali sejumlah temuan menarik yang akan 

memberikan kontribusi teoritis pada literatur yang ada. Penelitian ini 

berkontribusi pada literatur pendeteksian fraud dengan memberikan 

wawasan mengenai faktor-faktor potensial yang mempengaruhi 

pendeteksian fraud dilingkungan sektor publik atau lembaga 

pemerintahan. Tinjauan literatur yang ada mengungkapkan bahwa belum 

ditemukan penelitian sebelumnya yang menguji secara empiris secara 

bersamaan pengaruh audit forensik terhadap pendeteksian fraud, audit 

investigasi terhadap pendeteksian fraud, whistleblowing terhadap 

pendeteksian fraud, dengan moderasi multigrup Gender dan tekanan 

anggaran waktu dalam hubungan antara audit forensik terhadap 

pendeteksian fraud, audit investigasi terhadap pendeteksian fraud, juga 

whistleblowing terhadap pendeteksian fraud. Dimasukannya dua faktor 

moderasi dalam model menunjukkan kemungkinan kontribusi pada teori 

yang ada.  

Studi sebelumnya telah mengungkapkan bahwa pendeteksian fraud 

dipengaruhi oleh faktor moderasi seperti gender dan pengalaman. 

Sedangkan dalam penelitian ini menguji pendeteksian fraud dipengaruhi 

oleh faktor moderasi gender dan tekanan anggraan waktu. Pada penelitian 

ini gender tidak ditemukan efek sebagai faktor pemoderasi hubungan 

antara audit forensik terhadap pendeteksian fraud, audit investigasi 
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terhadap pendeteksian fraud dan whistleblowing terhadap pendeteksian 

fraud. Demikian juga tekanan anggaran waktu tidak ditemukan efek 

sebagai faktor pemoderasi hubungan antara audit investigasi terhadap 

pendeteksian fraud dan whistleblowing terhadap pendeteksian fraud, 

namun pada penelitian ini menemukan bahwa tekanan anggaran waktu 

adalah faktor yang dapat memoderasi hubungan antara audit forensik 

terhadap pendeteksian fraud. 

5.2.2. Implikasi Penelitian 

Pelaksanaan audit investigatif ditujukan untuk membuktikan dugaan 

penyimpangan dalam bentuk kecurangan (fraud) dan menentukan 

kebenaran permasalahan melalui proses pengujian, pengumpulan dan 

pengevaluasian bukti-bukti yang relevan untuk mengungkapkan fakta-

fakta fraud. Keberadaan whistleblowing system akan memberi 

kemudahan dalam pendeteksian fraud di sektor pemerintahan. 

Efektivitas whistleblowing dalam sektor pemerintahan dapat 

meminimalisir kasus fraud dan mengurangi kerugian negara. Oleh 

karena itu, implikasi pada penelitian ini sebagai berikut: 

1. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi lembaga-lembaga 

audit pemerintahan seperti di BPK dan BPKP ke depannya dalam 

mengetahui dan dalam mempertimbangkan faktor-faktor potensial 

meliputi audit investigasi dan whistleblowing untuk mendukung 

pelaksanaan pekerjaan bagi kedua lembaga tersebut, terutama dalam 

proses pendeteksian fraud 
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2. Bagi sektor pemerintahan dapat meningkatkan kualitas audit 

investigasi khususnya di BPK dan BPKP dengan meningkatkan 

kualitas auditor, lembaga (BPK dan BPKP) dan peraturannya supaya 

kualitasnya lebih bagus. 

3. Pemerintah diharapkan dapat membuat kebijakan untuk efektivitas 

whistleblowing supaya lebih efektif salah satunya dengan menjamin 

perlindungan dalam mengimplikasi whistleblower. 

4. Bagi akademisi dapat menambahkan audit investigasi dan 

whistleblowing secara implisit di mata kuliah audit pemerintahan. 

Selain itu dapat dipertimbangkan untuk pemerintah dalam 

meningkatkan kinerja dengan cara meningkatkan kualitas audit 

investigasi dan menjamin perlindungan bagi whistleblower.  

Hasil penelitian dapat dipakai untuk pertimbangan oleh audit 

pemerintahan dalam pelaksanaan auditnya terkait dengan upaya pencegahan 

dan pendeteksian fraud. Meningkatkan kualitas audit investigasi yang 

dilakukan oleh lembaga berwenang (BPK dan BPKP) dengan cara pelatihan, 

pendidikan profesi dan lain-lain. Selain itu pemerintah juga perlu membuat 

kebijakan optimalisasi untuk whistleblowing misalnya melindungi bagi 

whistleblower. 
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5.3. Keterbatasan Dalam Penelitian 

Berikut adalah keterbatasan dalam penelitian yang mungkin memengaruhi 

hasil penelitian, antara lain:  

1. Penelitian ini dilakukan di masa pandemi covid-19 sehingga sedikit 

menghambat dalam pengumpulan data penelitian. 

2. Dalam menyebarkan kuesioner dilakukan pada masa yang cukup sibuk 

bagi responden yang bekerja di BPK dan BPKP, sehingga pengembalian 

atau pengisian kuesioner sedikit terhambat.  

5.4. Rekomendasi  

Adapun rekomendasi umum peneliti yaitu: 

1. Praktisi  

a. Bagi audit pemerintahan yaitu BPK dan BPKP dapat memberikan 

pelatihan terhadap auditor- auditor di bidang investigasi untuk 

meningkatkan kualitas auditor dalam pendeteksian kecurangan. 

b. Bagi pemerintah dapat memberikan kebijakan untuk meningkatkan 

perlindungan bagi whistleblower supaya lebih efektif dalam 

pendeteksian kecurangan. 

2. Akademisi  

a. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah variabel 

potensial lainnya yang dapat memengaruhi pendeteksian fraud 

misalnya gaya kepemimpinan, pendidikan berkelanjutan, Red Flag, 

peraturan pemerintahan dan lain-lain.  
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b. Untuk penelitian ke depannya diharapkan menambahkan subjek 

penelitian yang lebih banyak untuk meningkatkan kualitas hasil yang 

didapatkan.  
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LAMPIRAN 

LAMPIRAN 1 

KUESIONER PENELITIAN 

 

1. Variabel Audit Forensik (X1) 

 

No PERNYATAAN STS TS N S SS 

1. Auditor harus bertindak adil tanpa 

dipengaruhi tekanan atau permintaan 

pihak tertentu yang berkepentingan atas 

hasil pemeriksaan. 

     

2. Auditor tidak dipengaruhi pandangan 

subjektif pihak pihak lain yang 

berkepentingan, sehingga dapat 

mengemukakan pendapat apa adanya. 

     

3. Auditor harus memiliki pengetahuan 

tentang auditing dan akuntansi sektor 

public 

     

4. Auditor harus bisa mengoperasikan 

sistem atau aplikasi yang sudah dibuat 

serta harus memahami ilmu statistik dan 

mempunyai keahlian menggunakan 

komputer 

     

5 Auditor harus membuat dokumen audit 

dalam bentuk kertas kerja audit dan 

disimpan dengan baik agar dapat 

diambil secara efektif, dirujuk , dan 

dianalisis 
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6 Penanggungjawab audit harus 

mengonfirmasikan dan 

mengomunikasikan kemajuan tindak 

lanjut secara tertulis kepada auditor dan 

manajemen 

 

 

     

7 Auditor harus mengidentifikasi, 

menganalisis, mengevaluasi, dan 

mendokumentasikan informasi yang 

memadai untuk mencapai tujuan 

penugasan. 

 

 

 

 

 

 

    

8 Dalam mengumpulkan bukti harus 

relevan, kompeten dan cukup dalam 

mengidentifikasi masalag dan dapat 

dipertangungjawabkan di pengadilan 

     

9 Auditor harus jujur dan tidak memihak 

dalam merumuskan dan menyatakan 

pendapatnya. 

     

10 Auditor harus mengesampingkan 

masalah hubungan keluarga maupun 

hubungan spesial dengan klien dalam 

mengaudit, guna menjaga 

independennya dalam penampilan 

(independence in appearance). 

     

11 Auditor harus menghindari hubungan 

secara personal yang berlebihan 

terhadap klien demi kepentingan audit 

agar independen dalam penampilannya 

tetap terjaga. 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



126 
 

 

 

2. Variabel Audit investigasi (X2) 

 

No PERNYATAAN STS TS N S SS 

1. Auditor investigatif melakukan 

pemeriksaan fisik dengan menghitung 

berbagai komponen dalam laporan 

keuangan. 

     

2. Auditor investigatif melakukan 

konfirmasi terhadap laporan keuangan 

auditee. 

     

3. Auditor investigatif meminta informasi 

baik lisan maupun tertulis kepada 

auditee. 

 

     

4. Auditor investigatif memeriksa 

dokumen termasuk informasi yang 

diolah kemudian disimpan secara 

elektronik (digital). 

 

     

5. Seorang auditor investigatif memiliki 

gagasan untuk melakukan analytical 

review. 

    

 

 

 

 

 

 

 

3. Variabel whistleblowing (X3) 

No PERNYATAAN STS TS N S SS 

1. Jika saya mengetahui adanya 

kecurangan yang terjadi di perusahaan, 

saya akan 

berminat untuk melakukan Tindakan 

whistleblowing (pelaporan 

pelanggaran). 

     

2. Saya akan mencoba melakukan 

Tindakan whistleblowing jika saya 

mengetahui adanya kecurangan yang 

terjadi di perusahaan. 

     

3. Melaporkan kecurangan dapat memberi 

kesempatan bagi perusahaan untuk 

memperbaiki masalah yang timbul 

     

4. Saya ingin menjadi whistleblower 

karena keinginan saya sendiri 
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5. Saya ingin menjadi whistleblower tanpa 

menghiraukan pendapat orang di sekitar 

saya. 

    

 

 

 

 

 

6 Saya akan menyusun rencana untuk 

melaporkan kecurangan jika terjadi 

kecurangan di lingkungan saya. 

     

7 Saya berencana merahasiakan Tindakan 

kecurangan yang dilakukan oleh atasan. 

     

8 Jika Saya mengetahui adanya 

kecurangan yang terjadi di perusahaan, 

saya akan berusaha keras melakukan 

Tindakan whisteblowing melalui 

saluran internal perusahaan (internal 

whistleblowing) 

     

9 Jika internal whistleblowing tidak 

memungkinkan, saya akan berusaha 

keras untuk melakukan tindakan 

whistleblowing melalui saluran 

eksternal perusahaan (media) 

     

 

4. Variabel Pendeteksian Kecurangan (Y) 

 

No PERNYATAAN STS TS N S SS 

1. Dalam mendeteksi fraud Auditor 

melakukan pengujian dan 

pelaksanaannya audit secara mendadak. 

     

2. Auditor menemukan adanya pengaduan 

dan keluhan karyawan, kecurigaan dan 

institusi atasan. 

     

3. seorang auditor harus memiliki 

keahlian dan pengetahuan yang 

memadai dalam mengidentifikasi 

kecurangan 

     

4. Saya memiliki pengetahuan yang cukup 

memadai tentang jenis-jenis 

kecurangan, terutama yang sering 

terjadi pada saat penugasan auditee 

     

5. Sebagai seorang auditor saya mampu 

untuk menilai modus dan teknik yang 

biasa digunakan pelaku tindak 

kecurangan 
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6 Saya memahami karakteristik-

karakteristik kecurangan yang melekat 

pada setiap tindak 

kecurangan secara baik 

     

7 Struktur pengendalian intern auditee, 

adalah titik awal dari pendeteksian 

kecurangan yang saya lakukan 

     

8 Penelusuran terhadap riwayat tindak 

kecurangan auditee adalah kegiatan 

yang terlewatkan dalam penugasan 

audit 

     

9 Selain bentuk-bentuk kecurangan, saya 

juga mampu dengan mudah 

mengindentifikasi pihak-pihak yang 

dapat melakukan kecurangan 
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Lampiran 2 surat ijin penelitian 
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Lampiran 3 Surat Balasan BPK Perwakilan Nusa Tenggara Barat 
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Lamapiran 4 Data Kuesioner Penelitian   
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Lampiran 5 Hasil Output Olah Data SmartPLS 

Path Coefficients dan T Statistics (|O/STERR|) 

 
Path 

Coefficients 

Sample Mean 

(M) 

Standard Error 

(STERR) 

T Statistics 

(|O/STERR|) 
P Values 

AF -> PF 0.036 0.028 0.092 0.398 0.346 

AI -> PF 0.302 0.304 0.097 3.123 0.001 

W -> PF 0.507 0.522 0.090 5.622 0.000 

 

 

Total Effects 

  PF 

AF 0,036 

AI 0,302 

W 0,507 

 

Average Variance Extracted (AVE) 

 Average Variance Extracted (AVE) 

Audit Forensik 0.541 

Audit Investigasi 0.701 

Whistleblowing 0.554 

Peneteksi Fraud 0.526 

 

 

Uji validitas diskriminan 

Nilai Korelasi Antar Variabel 

 AF AI W DF 

Audit Forensik (AF) 0.735    

Audit Investigasi (AI) 0.720 0.837   

Whistleblowing (W) 0.671 0.635 0.745  

Pendeteksi Fraud (PF) 0.594 0.650 0.723 0.725 

 

Uji Reliabilitas 

Nilai Composite Reliability 

 
Composite 

Reliability 

Audit Forensik 0.928 

Audit Investigasi 0.921 

Whistleblowing 0.912 

Pendeteksi Fraud 0.898 
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Nilai R Square 

 R Square 

Pendeteksi Fraud (PF) 0.584 

 

f Square 

  Pendeteksian Fraud 

Audit Forensik 0,001 

Audit Investigasi 0,096 

Whistleblowing 0,310 

 

Latent Variable Covariances 

  AF AI W PF 

AF 1,000 0,720 0,671 0,594 

AI 0,720 1,000 0,635 0,650 

W 0,671 0,635 1,000 0,723 

PF 0,594 0,650 0,723 1,000 

 

LV Descriptives 

  Mean Median Min Max SDev Excess Kurtosis Skewness 

AF 0,000 -0,114 -1,230 1,834 1,000 -1,406 0,265 

AI 0,000 0,183 -1,319 2,473 1,000 -0,644 0,139 

W 0,000 0,143 -1,876 2,162 1,000 -0,523 -0,101 

PF 0,000 0,243 -2,079 2,205 1,000 -0,102 -0,557 

 

Construct Reliability and Validity 

  Cronbach's Alpha rho_A Composite Reliability AVE 

AF 0,913 0,916 0,928 0,541 

AI 0,893 0,893 0,921 0,701 

W 0,885 0,915 0,912 0,554 

PF 0,869 0,873 0,898 0,526 

 

 

Model Selection Criteria 

  AIC   AICu AICc BIC   HQ   HQc  

PF -89,538 -85,463 23,039 -78,736 -85,156 -84,442 
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Inner VIF Values 

  PF 

Audit Forensik 2,473 

Audit Investigasi 2,274 

Whistleblowing 1,993 

 

Heterotrait-Monotrait Ratio (HTMT) 

  AF AI W 

AI 0,789     

W 0,729 0,700   

PF 0,647 0,734 0,812 

 

 

Inner VIF Values 

  PF 

AF 2,473 

AI 2,274 

W 1,993 

 

Model_Fit 

  
Saturated 

Model 
Estimated Model 

SRMR 0,089 0,089 

d_ULS 4,472 4,472 

d_G 2,055 2,055 

Chi-Square 1052,002 1052,002 

NFI 0,646 0,646 

rms Theta 

rms Theta 0,150 
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Loading Factor 

  AF AI W PF 

X1.1 0,823       

X1.10 0,761       

X1.11 0,729       

X1.2 0,814       

X1.3 0,698       

X1.4 0,600       

X1.5 0,756       

X1.6 0,581       

X1.7 0,789       

X1.8 0,713       

X1.9 0,783       

X2.1   0,826     

X2.2   0,823     

X2.3   0,802     

X2.4   0,865     

X2.5   0,867     

X3.1     0,844   

X3.2     0,868   

X3.3     0,822   

X3.4     0,805   

X3.5     0,692   

X3.6     0,816   

X3.8     0,848   

X3.9     0,538   

Y.2       0,686 

Y.3       0,651 

Y.4       0,762 

Y.5       0,815 

Y.6       0,762 

Y.7       0,733 

Y.8       0,607 

Y.9       0,762 
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Outer Weights 

  AF AI W PF 

X1.1 0,107       

X1.10 0,121       

X1.11 0,123       

X1.2 0,139       

X1.3 0,118       

X1.4 0,134       

X1.5 0,100       

X1.6 0,115       

X1.7 0,145       

X1.8 0,149       

X1.9 0,115       

X2.1   0,241     

X2.2   0,231     

X2.3   0,238     

X2.4   0,246     

X2.5   0,239     

X3.1     0,171   

X3.2     0,160   

X3.3     0,161   

X3.4     0,153   

X3.5     0,142   

X3.6     0,175   

X3.7     0,043   

X3.8     0,169   

X3.9     0,124   

Y.2       0,203 

Y.3       0,173 

Y.4       0,191 

Y.5       0,175 

Y.6       0,150 

Y.7       0,182 

Y.8       0,139 

Y.9       0,167 
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cross loading item 

 AF AI W DF 

X1.1 0.823 0.477 0.418 0.368 

X1.10 0.761 0.473 0.500 0.418 

X1.11 0.729 0.478 0.405 0.424 

X1.2 0.814 0.563 0.524 0.479 

X1.5 0.756 0.492 0.471 0.344 

X1.7 0.789 0.633 0.533 0.498 

X1.8 0.713 0.612 0.538 0.514 

X1.9 0.783 0.427 0.402 0.397 

X2.1 0.556 0.826 0.551 0.547 

X2.2 0.525 0.823 0.466 0.526 

X2.3 0.683 0.802 0.532 0.542 

X2.4 0.596 0.865 0.561 0.559 

X2.5 0.653 0.867 0.543 0.544 

X3.1 0.650 0.619 0.844 0.614 

X3.2 0.599 0.572 0.868 0.576 

X3.3 0.622 0.519 0.822 0.578 

X3.4 0.515 0.460 0.805 0.550 

X3.6 0.496 0.465 0.816 0.631 

X3.8 0.510 0.531 0.848 0.609 

Y.4 0.526 0.516 0.568 0.762 

Y.5 0.420 0.504 0.505 0.815 

Y.6 0.353 0.450 0.423 0.762 

Y.7 0.471 0.418 0.587 0.733 

Y.9 0.341 0.459 0.497 0.762 
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Collinearity Statistics 

(VIF) 

X1.10 2,678 

X1.11 2,072 

X1.2 3,197 

X1.3 2,144 

X1.4 1,733 

X1.5 2,521 

X1.6 1,523 

X1.7 2,898 

X1.8 2,358 

X1.9 4,366 

X2.1 2,635 

X2.2 2,572 

X2.3 2,369 

X2.4 2,658 

X2.5 2,700 

X3.1 3,557 

X3.2 3,756 

X3.3 3,385 

X3.4 2,694 

X3.5 1,954 

X3.6 2,762 

X3.7 1,134 

X3.8 2,855 

X3.9 1,340 

Y.2 1,561 

Y.3 1,519 

Y.4 2,419 

Y.5 3,012 

Y.6 2,304 

Y.7 1,754 

Y.8 1,682 

Y.9 2,022 

 

 

 


